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PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak, dan memperhatikan Sekretaris
Jenderal Menteri Keuangan Nomor S-1531/SJ/2017
mengenai rekomendasi atas substansi rancangan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak,
perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5949);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1536);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK.

Pasal 1
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Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

(1) Keputusan pembebasan sementara bagi Pemeriksa Pajak
yang tidak dapat memenuhi angka kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/
M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pajak dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku
dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak.

(2) Keputusan pembebasan sementara bagi Pemeriksa Pajak
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya,
dinyatakan tetap berlaku.

(3) Pemeriksa Pajak yang dibebaskan sementara karena
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
31/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya, dapat diangkat
kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
berdasarkan pertimbangan dari Pejabat Pembina
Kepegawaian.

(4) Pemeriksa Pajak yang dibebaskan sementara selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat
kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
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Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan ini,
maka ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 148/KMK.01/2004 dan Nomor 14 Tahun 2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai

pembinaan kepegawaian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan
ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Pasal 5
Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala
Badan ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Pasal 6
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juli 2017

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

I. PENDAHULUAN
A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Noemor 17 Tahun 2016 telah ditetapkan Jabatan Fungsienal
Pemeriksa Pajak.

2. Bahwa  petunjuk pelaksanaan  pembinaan  Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak, perlu ditetapkan dalam

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Petunijuk  pelaksanaan pembinaan Jabatan  Fungsional
Pemeriksa Pajak bertujuan untuk memberikan pedoman kepada
pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan
pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik [ndonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

C. PENGERTIAN
Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjatjian Kerja yang bekerja pada

instansi penierintah.

www.peraturan.go.id
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Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat FNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentn,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat
Pembina  Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan
Manajemen PNS di instansi pemerintali sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan Proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan
ketentnan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah jabatan yang
mempunyal ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak uantnk melakukan Pemeriksaan,
Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan/atau Penyidikan.
Pemeriksa Pajak adalah PNS di lingkungan Direktorat
Jenderal Pdjak yang diberl togas, tanggong jawab,
wewenang dan hak wuntuk melakukan Pemeriksaan,
Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan/atau Penyidikan.
Pemeriksa Pajak Kategori Keahlian adalah Pemeriksa Pajak
yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan
tugas dan [fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu
pengetahnan, metodologi, dan teknik analisis di bidang
pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan/atau
penyidikan.

Pemeriksa Pajak Kategori Keterampilan adalah Pemeriksa
Pajak yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan
tugas dan  fungsinya  mensyaratkan  penguasaan
pengetahuan teknis, dan prosedur di bidang pemeriksaan,
pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektil dan profesional berdasarkan

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

www.peraturan.go.id
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pemenuhan kewajiban perpajakan, dan/atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-
undangan perpajakar.

10. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeériksaan yang
dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang
adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang
pérpajakan.

11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
olel1 penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukt
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang
yang pidana asalnya dari tindak pidana di hidang
perpajakan serta menemukan tersangkanya.

12. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP
adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil
pemeriksaan yang disusun oleh Pejabat Fungsional
Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai
dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

13. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
vang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang
dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan
bertugas untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Pajak.

14. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS.

13, Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai
aleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan digunakan
sebagai salah satu syarat nntok pengangkatan dan
kenaikan pangkat dan jabatan.

16. Angka Kredit Kunulatif adalah akumulasi nilai angka kredit
minimal yang harus dicapai oleh Pemeriksa Pajak sebagai
salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

17. Karya Tulis/Karya Imiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Pemeriksa Pajak baik perorangan atau

kelompok di bidang perpajakan.

www.peraturan.go.id
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18. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak dan bukan pemberhentian
sebagai PNS.

. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN
RUANG
A. TUGAS JABATAN
Tugas  jabatan Pemeriksa Pajak yaitu melaksanakan
pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan/atau
penyidikan di bidang perpajakan.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak merupakan jabatan
fungsional yang terdiri atas:

a. Kategori keterampilan; dan
b. Kategori keahlian.

2. Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori
keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a,
dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Pemeriksa Pajak Pelaksana/Terampil;
b. Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan/Mahir; dan
¢, Pemeriksa Pajak Penyelia,

3. Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori
keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dari
jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama,
b. Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda; dan
¢. Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya,

4. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pajak kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada
angka 2, terdiri atas;

a. Pemeriksa Pajak Pelaksana/Terampil:
1) Pangkat Pengatur, gelongan ruang Il/c; dan
2) Pangkat Pengatur Tingkat [, golongan riang II/d.
b. Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan/Mahir:
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang IlI/a; dan
2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang II1/b.

www.peraturan.go.id
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¢. Pemeriksa Pajak Penyelia:
1) Pangkat Penata, golongan ruang I11/c; dan
2) Pangkat Penata Tingkat 1, gelongan raang Il1/d
5. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pajak kategori keahlian sebagaimana -dimaksud pada
angka 3, terdiri atas:
a. Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertania:
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang I11/a; dan
2) Pangkat Penata Muda Tingkat 1, gelongan ruang 111/ b-:
b. Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Mtida:
1) Pangkat Penata, golongan ruang I11/c; dan
2) Pangkat Penata Tingkat 1, gelongan raang Il1/d.
¢. Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya:
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
2) Pangkat Pembina Tingkat [, golongan ruang [V/b; dan
3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
6. Jenjang jabatan, pangkat, dan geolongan ruang untuk
masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan angka S
berdasarkan jumlah Angka Kredit vang ditetapkan untuk
masing-masing jenjang jabatan.
Contoh:
Sdri. Nurul Ayu Kusumaningrum, S.8.T., NIP. 19880310
201208 2 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang II/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, maka penilaian untuk
menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:
a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 Angka
Kredit.
b. Diklat Prajabatan golengan III sebesar 2 Angka Kredit.
¢, Pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan, pemeriksaan
bukti permulaan dan/atau penyidikan, sebesar 56 Angka
Kredit.
Sechingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan

sebesar 158.

www.peraturan.go.id
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Dengan demikian jenjang jabatan tintuk pengangkatan Sdri.
Nurul Ayo Kusumaningrum, 8.8.7T., sesnai dengan jenjang
pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Pemeriksa
Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat
I, golongan ruang OI/D.
Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan jumlah
Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat
yvang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang
jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai
dengan ketentnan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan
angka 5.
Contoh:
Sdri. Evie Andayani, S.E., M.M., NIP. 19740205 199803 2
001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala
Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan. Yang
bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak.
Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdri. Evie
Andayani, S.E., M.M., memperoleh 375 (tiga ratus tujuh
puluh lima) Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:
a. Pendidikan sekolah Magister (82) sebesar 150 Angka
Kredit;
b. Diklat fungsienal/teknis yang mendukung tugas
Pemeriksa Pajak sebesar 10 Angka Kredit;
¢, Pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan, pemeriksaan
bukti permulaan dan/atau penyidikan, 165 Angka Kredit;
d. Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;
e, Penunjang tugas Pemeriksa Pajak sebesar 30 Angka
Kredit.
Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdri. Evie
Andayani, SE., M.M., sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh
lima), maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan
tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruarg vyarg
dimiliki yaitu Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat

Pembina, golongan ruang IV /a.

www.peraturan.go.id
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III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1.

Unsur kegiatan tugas jabatan Pemeriksa Pajak yang dapat dinilai
Angka Kreditnya, terdiri atas:

a, unsur ltama; dan

b. uasur penuijang.

Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a,
terdiri atas:

a. pendidikai;

b. pemeriksaan;

¢. pemeriksaan bukti permulaan;

d. penyidikan; dan

€. pengembangan profesi.

Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada
angka 2, terdiri atas:

a. pendidikan, meliputi:

1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di
bidang pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan
dan/atau penyidikan perpajakan serta memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat; dan

3) diklat prajabatan.

b. pemeriksaan, meliputi:

1) kegiatan perencanaan pemeriksaan;

2) pelaksanaan pemeriksaan; dan

3) pelaporan pemeriksaar.

c. pemeriksaan bukt permulaan, meliputi:

1) kegiatan perencanaan pemeriksaan bukti permulaan;

2) pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan; dan

3) pelaporan pemeriksaan bukt permulaan.

d. penyidikan, meliputi:
1) kegiatan perencanaan penyidikan;
2) pelaksanaan penyidikan; dan

3) pemberkasan.

www.peraturan.go.id
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€. pengenibangan profesi, meliputi:

1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan/atau
penyidikan;

2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di
bhidang pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan
dan/atau penyidikan; dan

3) penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaai/
ketentuan teknis di bidang pemeriksaan, pemeriksaan
bukt permiilaan dan/atau penyidikan.

4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huaruf b,
terdiri atas:

a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang
pemeriksaan, pemeriksaan buokti permulaan danjatau
penyidikan;

b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang
pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan/atau
penyidikan,;
keanggotaan dalam organisasi profesi;
keanggotaan dalam Tim Penilai;

perolehan penghargaan/tanda jasa; dan

S - <

perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

IV. URAIAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN
1. Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori
keterampilan sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:
a. Pemeriksa Pajak Pelaksana/Terampil, meliputi:
1) menyiapkan bahan untuk kegiatan pengamatan;
2) melakukan kegiatan pengamatan;
3) melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak (WP);
4) melakukan permintaan keterangan dan/atau konfirmasi
kepada WP dan/atau pihak ketiga; dan
5) melakukan pembahasan akhir dengan WP.

b. Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi:

1) menyusun laporan hasil pengamatan;

www.peraturan.go.id
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2) miemeriksa buku, catatan dan dokumen WP dan pihak
eksternal vang terkait dengan Pemeriksaan;

3) membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP);

4) mielakukan penelaahan sejawat dan/atau telaah
khusus;

5) menyiapkan sarana dan dekumen;

6) mniempelajari informasi, data, laporan, dan pengaduan
(IDLP), dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan bukti
permulaan, dan data lain terkait, serta melakukan
pembahasan kasus;

7) melakukan observasi lapangarn;

8) melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait;

9) melakukan inventarisasi keterangan danj/atau bukt
yang diminta;

10) membuat surat permintaan keterangan dan/atau bukti;

11) memeriksa tempat, ruang, dan/atau barang;

12) membuat berita acara penolakan;

13) melakukan penyegelan tempat, ruang, dan/atau barang;

14) menyampaikan laporan pelaksanaan pemeriksaan bukfi
permulaan di lokasi;

15) melakukan peminjaman bahan bukti;

16) meminta keterangan kepada pihak yang dipanggil,

17) menyusun laporan pemeriksaan bukti permulaan;

18) membuat konsep laporan kejadian;

19) mengumpulkan bahan buktl yang akan dikembalikan
dan persiapan dokumen,

20) melakukan kegiatan pengembalian bahan bukti dan
membuat tanda terima pengembalian bahan bukti;

21) melakukan pemeriksaan bahan hukti;

22) membuat laporan penanganan tindak pidana yang
diketahui seketika;

23) menyusun jadwal pembahasan dimulainya Penyidikan
dan Penetapan Tersangka;

24) membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan

dan menyampaikannya;

i)
%)
=

menyampaikan surat periniritaan izin penggeledahan;

26) menyusun permintaan bantuan penggeledahan;
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27) mielakukan penggeledahan;

28) menyusun permintaan persetujuan penyitaan;

29) melakukan penyitaan;

30) miembuat dan menyampaikan surat panggilan saksi,
ahli, dan tersangka;

31) melakukan pemeriksaan terhadap saksi;

32) mnielakukan penieriksaan terhadap ahli;

33) melakukan pemeriksaan terhadap tersangka;

34) membuat surat permintaan bantuan penangkapan/
penahanan;

33) melakukan penangkapan/penahanari;

36) melakukan gelar perkara;

37) mielakukan koordinasi dan menyusun laporan
pelaksanaan koordinasi;

38) membuat surat penyerahan berkas perkara;

39) mnienyusun berkas perkara;

40) membuat berita acara serah terima barang bulkti;

41) membuat berita acara penyerahan tanggung jawab
tersangka;

42) menyampaikan surat pemberitahuan  penyerahan
tersangka;

43) melakukan gelar perkara penghentian penyidikan;

44) menyusun pemberitahuan penghentian penyidikan; dan

45) mendampingi  jaksa penuntut  wmmm dalam

persidangan.

Pemeriksa Pajak Penyelia, meliputi:

1) menyiapkan  bahan  untuk membuat usulan
pemeriksaan;

2) menyiapkan bahan untuk membuat rencana
perieriksaan dan rericana program pemeriksaan;

3) membuat nota penghitungan (nothit);

4) menyusun laporan penelaahan sejawat dan/atau telaah
khusus;

5) mielaksanakan reviu;

6) menyusun risalah reviu;
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7) miclakukan permintaan mnienibuka rahasia nasabah
penyimpan;

8) menyusun daftar pihak-pihak yang akan dipanggil;

9) mielakukan permintaan keterangan dany/atau bulkti;

10) menyampaikan pemberitahnan pemeriksaan bukti
permulaan;

11) mielakukan pengunduhan data élektronik;

12) melakukan analisis kasus;

13) melakukan analisis yuridis;

14) menyusun kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan;

15) mengamankan pelaku dan barang bukti;

16) mempelajari IDLP, laporan  pemeriksaan  bukti
permulaan, dan laporan kejadian;

17) meminta bantuan pihak ketiga;

18) membuat dan menyampaikan surat permohonan
pencegahan ke luar negeri,

19) menyusun surat perintah penggeledahar;

20) membuat surat permintaan izin penggeledahan;

21) menyusun surat perintah penyitaan;

22) membuat surat permintaan izin penyitaai;

23) menyampaikan surat permintaan izin penyitaan;

24) menyusun daftar pertanyaan;

25) membuat laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan
dan rencana penangkapan/ penahanan;

26) membuat dan menyampaikan laporan kemajuan
pelaksanaan penyidikan untuk keperluan evaluasi
kegiatan penyidikan;

27) menyusun resume berkas perkara;

28) menyusun daftar barang bukti;

29) membuat surat penyerahan tanggung jawab tersangka
dan barang bukti;

30) membuat laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan;

31) membuat usul penghentian penyidikan;

382) membuat surat ketetapan penghentian penyidikan;

33) menyampaikan informasi kerugian pada pendapatan

negara;
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34) mienyampaikan hasil penelitian dan pendapat terkait
dengan permintaan penghentian penyidikan karena
Wajib Pajak telah melakukan penyetoran pekok pajak
dan sanksi,

3%) membuat dan menyampaikan surat pemberitahinan
penghentian penyidikan;

36) mnienjadi saksi dalam persidangan; dan

37) membuat laporan hasil persidangain.

2. Uraian kegiatan Pemeriksa Pajak kategori keahlian sesuai
jenjang jabatannya, sebagai berikut:
a. Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, meliputi:

1) menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan
pengamatarn;

2) melakukan kegiatan pengamatar;

3) menyusun LHP;

4) melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak (WP);

S5) memeriksa buku, catatan dan dokumen WP dan pihak
eksternal yang terkait dengan Pemeriksaan;

6) melakukan permintaan keterangan dan/atau konfirmasi
kepada WP dan/atau pihak ketiga;

7) melakukan pembahasan akhir dengan WP;

8) membuat laporan hasil pemeriksaan;

9) membuat nota penghitungan (nothit);

10) melaksanakan penelaahan sejawat dan/atau telaah
khusus;

11) menyiapkan sarana dan dokumen;

12) mempelajari IDLP, dokumen yang menjadi dasar
pemeriksaan bukti permulaan, dan data lain terkait,
serta melakukan pembahasan kasus;

13) melakukan observasi lapangai;

14) mielakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait;

15) melakukan inventarisasi keterangan dan/atau bukti
yang diminta;

16) miembuat surat permintaan keterangan dan/atau bukti;

17) memeriksa tempat, ruang, dan/atau barang;

18) membuat berita acara penolakan;
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19) melakukan penyegelan tenipat, ruang, dan/atau barang;

20) menyampaikan laporan pelaksanaan pemeriksaan di
lokasi;

21) melakukan peminjaman bahan buikti;

22) meminta keterangan kepada pihak yang dipanggil;

23) menyusun laperan pemeriksaan hukti permulaan;

24) membuat konsep laporan kejadian;

23) mengumpulkan bahan bukti yang akan dikembalikan
dan persiapan dekumen;

26) melakukan kegiatan pengembalian bahan bukti dan
membnat tanda terima pengembalian balian bukti;

27) melakukan pemeriksaan bahan bukti;

28) miembuat laporan penanganan tindak pidana yang
diketahui seketikay

29) menyusun jadwal pembahasan dimulainya penyidikan
dan penetapan tersangka;

30) membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
dan menyampaikannya;

31) menyampaikan surat permintaan izin penggeledahan;

32) menyusun permintaan bantuan penggeledahian;

33) melakukan penggeledahan;

34) menyusun permintaan persetujuan penyitaan,

39) melakukan penyitaan;

36) membuat dan menyampaikan surat panggilan saksi,
ahli, dan tersangka;

37) melakukan pemeriksaan terhadap saksi;

38) melakukan pemeriksaan terhadap ahli;

39) melakukan pemeriksaan terhadap tersangka;

40) membunat surat permintaan bantuan penangkapail/
penahanan,

41) melakukan penangkapan/penahanari,

42) melakukan gelar perkara;

43) melakukan  koordinasi dan menyusun laporan
pelaksanaan koordinasi,

44) menyusun berkas perkara;

45) membuat berita acara serah terima barang bukti;
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46) nienyampaikan surat pemberitaliian  penyeérahan
tersangka;

47) melakukan gelar perkara penghentian penyidikan;

48) mienyusun pemberitahuan penghentian penyidikan;

49) mendampingi Jaksa  Penuntut Umom — dalam
persidangan; dan

50) nienjadi saksi dalam persidangan.

Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, meliputi:

1) menyiapkan  bahan  untuk  membuat  usulan
pemeriksaan;

2) melakukan analisis data WP;

3) membuat usulan pemeriksaan;

4) menyiapkan  bahan untuk membuat rencana
pemeriksaarn dan rencana program pemeriksaar;

5) melakukan analisis data WP yang akan diperiksa;

6) membuat rencana pemeriksaan dan rencana program
pemeriksaan;

7) membuat daftar temuan hasil pemeriksaan;

8) melakukan reviu LHP;

9) menyiapkan materi Quality Assurance (QA);

10) melakukan permintaan wmembuka rahasia nasabah
penyimpan;

11) menyusun daftar pihak-pihak yang akan dipanggil;

12) melakukan permintaan keterangan dan/atau bukti;

13) mienyampaikan pemberitahuan pemeriksaan Dbukt
permulaan;

14) melakukan pengunduhan data elektronik;

15) mielakukan analisis kasus;

16) melakukan analisis yuridis;

17) menyusun kertas kerja pemeriksaan (KKP) bukt
permulaan;

18) mengamankan pelaku dan barang bulkti;

19) mempelajari IDLP, Laporan Pemeriksaan Bukti
Permulaan, dan Laporan Kejadian,

20) meminta bantuan pihak ketiga;
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21) membuat dan menyampaikan Surat Permohonan
Pencegahan ke Luar Negeri;

22) menyusun surat perintah penggeledahan;

23) membuat surat permintaan izin penggeledahan;

24) menyusun surat perintali penyitaai;

25) membuat surat permintaan izin penyitaan;

26) menyampaikan surat permintaan izin penyitaan;

27) menyusun daftar pertanyaar;

28) membuat laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan
dan rencana penangkapan/ penahanarn;

29) membuat dan menyampaikan laporan kemajuan
pelaksanaan penyidikan untuk keperluan evaluasi
kegiatan penyidikan;

30) menyusun resume berkas perkara;

31) membuat surat penyerahan berkas perkara;

32) mnienyusun daftar barang bulkti;

33) membuat surat penyerahan tanggung jawab tersangka
dan barang bukti;

34) membuat berita acara penyerahan tanggung jawab
tersanigka;

35) membuat laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan;

86) membuat usul penghentian penyidikan;

37) membuat surat ketetapan penghentian penyidikan;

38) menyampaikan informasi kerugian pada pendapatan
Tiegara,

39) menyampaikan hasil penelitian dan pendapat terkait
dengan permintaan penghentian penyidikan karena WP
telah melakulkan penyetoran pokok pajak dan sanksi;

40) membuoat dan menyampaikan surat pemberitahnan
penghentian penyidikan; dan

41) membuat laporan hasil persidangan.

c. Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya, meliputi:

1) mengikutd dan berperan aktf dalam pembahasan

kebijakan di bidang Pemeriksaan;

2) melakukan pembahasan;
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3) mnienyiapkan pelaksanaan penelaahan sejawat dan/atau
telaah khusus;

4) menyusun laporan penelaahan sejawat dan/atau telaah
khusus;

S) melaksanakan revin;

6) menyusun risalah reviu;

7) nienyiapkan materi sosialisasi peraturan/kebijakan  di
bidang pemeriksaan;

8) melakukan sosialisasi peraturan/kebijakan di bidang
pemeriksaan,

9) membuat rencana kerja pemeriksaan bukti permulaai;

10) membuat rencana penyidikan;

11) mienentukan urutan pemeriksaan;

12) menyampaikan usul gelar perkara;

13) membuat rencana dan usul pelaksanaan koordinasi
dengan pihak terkait;

14) menyampaikan informasi hak dan kewajiban WP;

15) melakukan penelaahan wusul pemeriksaan bukt
permulaan;

16) melakukan penelaahan tindak lanjut pemeriksaan bukti
permulaan;

17) melakukan penelaahan penetapan tersangka; dan

18) melakukan kegiatan asistensi pelaksanaan penyidikan.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN
1. Hasil kerja jabatan Pemeriksa Pajak kategori keterampilan setiap
jenjang jabatan, sebagai berikut:
a. Pemeriksa Pajak Pelaksana/Terampil, meliputi:

1)  bahan antok kegiatan pengamatan;

2) kertas kerja kegiatan pengamatan;

8)  Dberita acara pertemuan, tanda terima penyampaian
surat perintalry pemeriksaan, bukti peminjaman
dokumen, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

4) Dberita acara permintaan keterangan; surat permintaan

keterangan; surat permintaan bantuan tenaga ahli;
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kertas kerja pemeriksaan konfirmasi, dan dokumen lain
sesnai dengan ketentnan vang berlakuy;

5)  berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan,
risalah pembahasan, ikhtisar pembahasan, bérita acara
ketidakhadiran wajib pajak, dan dokomen lain sesuai

dengan ketentuan yang berlaku,

b. Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi:

1) laporan hasil pengamatan;

2) laporan kemajuan  pemeriksaan, kertas kerja
pemeriksaan  utama, kertas Kkerja pemeriksaan
pendukung, dan dekumen lain sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

8) laporan hasil pemeriksaan;

4) kertas kerja penelaahan sejawat, risalah penelaahan
sejawat dan/atau telaah khusus;

5) surat peminjaman berkas, tanda pengenal, formulir,
tanda segel, pakta integritas;

6) laporan pengamatan;

7) surat panggilan,

8) daftar keterangan dan/atau bukti;

9) surat permintaan keterangan dan atau bukti;

10) Dberita acara penolakan,

11) berita acara penyegelan;

12) laporan pelaksanaan peunieriksaan bukt permulaan;

13) daftar bahan bukti yang dipinjam, surat permintaan
peminjaman;

14) berita acara permintaan keterangan;

15) laporan pemeriksaan bukti permulaan;

16) konsep laporan kejadiamn;

17) undangan dalam rangka pengemnibalian bahan bukdti,
daftar bahan bukti yang dikembalikan;

18) tanda terima pengembalian bahan bukti;

19) kertas kerja;

20) laporan penanganan tindak pidana yang diketahui
seketika;

21) laporan pelaksanaan tugas;
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22) Dberita acara penetapan tersangka;

23) surat pemberitahuan dimulainya penyidikary;

24) penetapan penggeledahan;

25) surat permintaan bantuan penggeledahar;

26) Dberita acara penggeledahan;

27) surat permintaan persetujuan penyitaan;

28) Dberita acara penyitaan,

29) surat panggilan;

30) Uberita acara pemeriksaan;

31) surat permintaan bantuan penangkapan/ penahanarn;
32) laporan kegiatan penangkapan/penahanan;

33) laporan gelar perkara;

34) laporan pelaksanaan tugas;

35) surat penyerahan berkas perkara;

36) berkas perkara;

37) Dberita acara seral terima barang bukti;

38) berita acara penyverahan tanggung jawab tersangka;
39) surat pemberitahuan penyerahan tersangka;

40) laporan gelar perkara penghentian penyidikan;

41) surat pemberitahuan penghentian penyidikai;

42) laporan hasil pemantauan sidang.

Pemeriksa Pajak Penyelia, meliputi:

1) bahan untuk kegiatan pengamatan;

2) dokumen, data dan informasi mengenai WP yang akan
diperiksa;

3) nothit

4) laporan penelaahan sejawat dan/atau telaah kKhusus;

S5) kertas kerja reviu,

6) risalah reviu;

7) daftar nama bank yang akan dimintakan untk dibuka
dan permintaan membuka rahasia nasabah penyvimpan;

8) daftar pihak yang akan dipanggil;

9) daftar bahan bukt dan keterangan yang diminta;

10) tanda terima surat peniberitalinan pemeriksaan bukt
permulaan;

11) berita acara perolehan data elektronik;
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12) hasil analisis kasus;

13) hasil analisis yuridis;

14) kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan;

15) laporan pelaksanaan tugas,

16) surat permintaan bantuan pihak ketiga,

17) surat permohonan pencegahan ke luar negeri;

18) surat perintah penggeledahan;

19) surat permintaan izin penggeledahan;

20) surat perintah penyitaan;

21) surat permintaan izin penyitaan;

22) penetapan penyitaaiy;

23) daftar pertanyaar;

24) laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan,

23) resume berkas perkara;

26) daftar barang bukiti;

27) surat penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang
bukti;

28) laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan (penghentian
penyidikan);

29) surat usul penghentian penyidikan;

30) surat ketetapan penghentian penyidikan;

31) surat informasi kerugian pada pendapatan negara;

32) surat pendapat;

33) surat pemberitahuan penghentian penyidikan karena
WP telah melakukan penyetorarni pokok pajak dan
sanksij

34) laporan pelaksanaan tugas; dan

35) laporan hasil pemantauan sidang.

2. Hasil kerja jabatan Pemeriksa Pajak kategori keahlian setiap
jenjang jabatan, sebagai berikut:
a. Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, meliputi:
1)  bahan nntok kegiatan pengamatan;
2) kertas kerja kegiatan pengamatarn;
3) laporan hasil pengamatan;
4) Dberita acara pertemuan, tanda terima penyampaian

surat perintah  pemeriksaan, bukti peminjaman
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dokumen, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan
yvang berlaku;

5) laporan kemajuan pemeriksaan, KKP Utama, KEP
Pendukung, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

6)  Derita acara pemberian keterangan (BAPK), surat
permintaan keterangan, surat permintaan bantuan
tenaga ahli, KKP Kenfirmasi, dan dekumen lain sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

7) berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan,
risalah pembahasan, ikhtisar pembahasan, berita acara
ketidakhadiran WP, dan dokumen lain sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

8) komnsep LHP;

9) nothit;

10) kertas kerja penclaahan sejawat (KKPS), risalah
penelaahan sejawat dan/atau telaah khusus;

11) surat peminjaman berkas, tanda pengenal, formulir,
tanda segel, pakta integritas;

12) laporan pengamatan;

13) surat panggilan;

14) daftar keterangan dan/atau bukdt;

15) surat permintaan keterangan dan/atau bukt;

16) Dberita acara penolakan,

17) Dberita acara penyegelan;

18) laporan pelaksanaan penieriksaan bukti permulaan;

19) daftar bahan bukti yang dipinjam, surat permintaan
peminjaman;

20) berita acara permintaan keterangar;

21) laporan pemeriksaan bukti permulaan;

22) konsep laporan kejadian;

238) undangan dalam rangka pengemnibalian bahan bukdti,
daftar bahan bukti yang dikembalikan;

24) tanda terima pengembalian bahan bukti;

25) Kkertas Kkerja pemeriksaan bahan bukti;

'26) laporan penanganan tindak pidana yang diketahui
seketika;

27) laporan pelaksanaan tugas;
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28) Dberita acara penetapan tersangka;

29) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
30) penetapan penggeledahan;

31) surat permintaan bantuan penggeledahan;

32) berita acara penggeledahan;

33) surat permintaan persetujuan penyitaan;

34) Dberita acara penyitaan;

35) surat panggilan saksi, ahli, dan tersangka;

36) berita acara pemeriksaan;

37) surat permintaan bantuan penangkapan,/ penahanan;
38) laporan kegiatan penangkapar/penahanan;
39) laporan gelar perkara;

40) laporan pelaksanaan tugas;

41) surat penyerahan berkas perkara;

42) berkas perkana;

43) berita acara serah terima barang bukti;

44) surat pemberitahuan penyerahan tersangka;
45) laporan gelar perkara penghentian penvidikan;
46) surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
47) laporan hasil pemantauan sidang;

48) laporan pelaksanaan Tugas.

b. Pemeriksa Pajak Miida/Ahli Muda, meliputi:

1) dokumen, data dan informasi WP;

2) analisis laporan keuangan (ALK), potensi pajak;

3) risalah usulan pemeriksaan;

4) dokumen, data dan informasi mengenai WP yang akan
diperiksa;

5) KKP identifikasi masalah, KKP ALK,

6) KKP rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan;

7) surat pemberitaliunan hasil pemeriksaan;

8) LHP;

9) Materi QA;

10) daftar nama bank yang akan dimintakan untuk dibuka
dan permintaan membuka raliasia nasabah penyimpan;

11) daftar pihak yang akan dipanggil;

12) daftar bahan bukti dan keterangan yang diminta;

13) tanda terima surat pemberitahuan pemeriksaan bukti

permulaan;
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14) Dberita acara perolehan data elektronik;

15) hasil analisis kasus;

16) hasil analisis yuridis;

17) kertas kerja pemeriksaan bukti pernnilaan;

18) laporan pelaksanaan tugas;

19) surat permintaan bantuan pihak ketiga;

20) surat permohenan pencegahan ke luar negeri;

21) surat perintah penggeledahan;

22) surat permintaan izin penggeledahan;

23) surat perintah penyitaan;

24) penetapan peiyitaan;

25) daftar pertanyaan;

26) laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan,

'27) resumnie berkas perkara;

28) surat penyerahan berkas perkara;

29) daftar barang bukti;

30) surat penyeralhan tanggung jawab tersangka dan barang
bukti;

31) berita acara penyerahan tanggung jawab tersangka;

32) laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan (penghentian
penyidikan);

33) surat usul penghentian penyidikan;

34) surat ketetapan penghentian penyidikan;

39) surat informasi kerugian pada pendapatan negara;

36) surat pendapat terkait permintaan penghentian
penyidikan;

37) surat pemberitahuan penghentian penyidikan karena
WP telah melakukan penyetoran pokok pajak dan
sanksi;

38) laporan hasil pemantauan sidang.

Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya, meliputi:

1) undangan rapat/surat tugas dan daftar hadir/laporan
hasil rapat;

2) risalali pembahasan QA/Berita acara ketidakhadiran
WP dalam pembahasan dengan tim QA pemeriksaan;

3) laporan penelaahan sejawat dan/atau telaal khuosuos;

4)  kertas kerja reviu;

S) risalah reviu;
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6) materi sosialisasi;

'7) laporan pelaksanaan sosialisasi;

8) rencana kerja pemeriksaan bukti permulaai;

9) rencana penyidikan;

10) daftar nrutan pemeriksaan;

11) surat usul gelar perkara;

12) surat undangan koordinasi;

13) berita acara pemeriksaan;

14) berita acara penelaahan (usul pemeriksaan bukt
permulaan);

15) berita acara penelaahan (tndak lanjut pemeriksaan
bukti permulaany);

16) Derita acara penelaahan (penetapan fersangka); dan

17) laporan asistensi.

VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PEMERIKSA PAJAK YANG
MELAIKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG
JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Pajak
untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya
sebagainiana dimaksud pada angka IV, maka Pemeriksa Pajak
lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut
berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja
yang bersangkutan.

2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan
fungsional Penieriksa Pajak yang volume beban tugasnya
melebihi kebutuhan jabatan Pemeriksa Pajak,; maka Pemeriksa
Pajak yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di
bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan Xkegiatan
tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan
unit kerja yang bersangkutan.

3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagainiana
dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai
berikuit:
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a. Pemeriksa Pajak yang melaksanakan tugas satu tingkat di
atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 80% (delapan puhuh persen) dari Angka
Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada
Lampitan T atau Lampiran 1[I Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 17 Tahiun 2016.

Contol:

Sdr. Zaldi Haris, 8:8:T., Ak., NIP. 19790220 200203 1 001,
jabatan Pemeériksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat 1, golongan ruang IlI/d pada Direktorat Jenderal
Pajak.

Yang Dbersangkutan ditugaskan untuk menyusun laporan
penelaahan sejawat dan/atau telaah khusus dengan Angka
Kredit 0,08. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan
Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 80% X
0,08= 0,024

b. Pemeriksa Pajak yang melaksanakan tugas satu tingkat di
bawah jenjang jabatannyva, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit
setiap Dbutir kegiatan sebagaimana tercantum dalam
Lampitan T atau Lampiran Il Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016.

Contol:

Sdr. Pradana Febry Widya Nugraha, S.H., NIP. 19781212
200211 1 001, jabatan Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda,
pangkat Penata Tingkat 1, golongan rtuang [OI/d pada
Direktorat Jenderal Pajak.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan kegiatan
pengamatan dengan Angka Kredit 0,03. Kegiatan dimaksud
merupakan tugas jabatan Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli
Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 100% X
0,08 =0,08.
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VII. FEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN
PERTAMA, DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA
1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
kategori keterampilan melalui pengangkatan pertama harus
memeniihi syarat:
a. Dberstatus PNS;
b. memiliki integritas dan nioralitas yang baik;
¢, sehat jasmani dan rohani;
d

pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang [ /c;

P

berijazalr paling rendali Diploma III (DIO) di bidang

Akuntansi, Perpajakan, Manajemen Perpajakan atau

kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan olel Inistansi

Pembina;

. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompétensi
Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang yang telah disusun oleh Instansi
Pembina;

g. mengikuti dan Ilulus pendidikan dan pelatihan (diklat)
fungsienal di bidang pemeriksaan; dan

h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.

2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
kategori keahlian mielalui pengangkatan pertama harus
memenuhi syarat:

berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang haik;
¢. sehat jasmani dan rohani;
d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang

i/ a;
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€. Dberijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di
bidang Ekonomi, Keuangan, Hukum, dan Administrasi
atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh
Instansi Pembina;

f. mengikuti dan lulus wji Kempetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang vang telah disusun oleh Instansi
Pembina;

g. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang
pemeriksaan; dan

h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalani 1
(satu) talwn terakhir.

3. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan angka 2 merupakan pengangkaftan untuk
mengisi kebutuhan dari Caloni PNS.

4. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3 setelah
diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus
mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pemeriksaan
serta uji kompetensi.

5. PNS yang telalh mengikuti dan lulus diklat fungsional di
bidang pemeriksaan serta uji kompetensi sebagaimana
dimaksud pada angka 4 paling lama 1 (satu) tahun harus
diangkat dalani Jabatan Filingsional Pemeriksa Pajak.

6. Pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan, pemeriksaan
bukti permulaan dan/atau penyidikan sejak menjadi Calon
PNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak dapat dinilai sepanjang bukti
fisik lengkap.

7. Keputusan  pengangkatan  pertama dalam  Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak dibuat menuiut contoh formulir
yvang tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
1. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke
dalam Jabatan Fungsional FPemeriksa Pajak dapat

dipertimbangkan dengan Keterituan sebagai berikut:
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a. memenuhi persyaratan pengangkatan pértama kecuali
huruf In;
b. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan paling
singkat 2 (dua) tahumn;
c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir; dan
d. berusia paling tinggi:
1) 58 (lima puluh tiga) tahun hagi Pemeriksa Pajak
Pertama/Ahli Pertama dan Pemeriksa Pajak Muda/
Ahli Muda, dan Pemeriksa Pajak Pelaksana/Terampil
sampai dengan Pemeriksa Pajak Penyelia; dan
2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi Penicriksa Pajak
Madya/Ahli Madya.
2. Pengalamian di bidang penieriksaan, pemeriksaan bukt
perinulaan dan/atau penyidikan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 Imirof' b dapat dihitung secara knmulatif.

Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e,

W

merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan
pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak,
oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah
diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling kurang 6
(enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.
Contoh:

Sdr. Oding Rifaldi, S.T., M.Ec., NIP. 19630610 199003 1 001,
pangkat Pembina Tingkat [, golongan ruang IV/D,
menduduki jabatan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya
Medan.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk wmenduduki
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya,
maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir
bulan Desember 2017 dan penectapan keputusan
pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2018,
mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1963.
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4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud
pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan
jenjanig jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka
Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit.

5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4
ditetapkan dari unsur utama dan unsur pernunjarg.

6. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka S tidak
didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang,
tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat
ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:
Sdr. Mohamad Marulli, Ak., M.For.Accy., NIP. 19780408
200703 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan
Kepala Seksi Strategi Pemeriksaan. Yang bersangkutan akan
diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.
Selama menduduki jabatan fersebut, yang bersangkutan
melakukan kegiatan antara lain:
a. Unsur utama
1) Diklat fungsional pemeriksazan sebesar 5 Angka
Kredit.
2)  Pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksaan bukd
permulaan dan/atau penyidikan sebesar 25 Angka
Kredit.
3) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.
b. Unsur penunjang
Mengajar pada diklat fungsional di bidang pemeriksaan
selama 10 jam sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.
Dalam hal demiikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur
utama dan unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit
ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar
150 Angka Kredit, junmlah keseluruhan yakni sebesar 187
Angka Kredit. Maka Sdr. Mohamad Marulli; Ak.; M.For.Accy.,
diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
Pertama/Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa

kerja pangkat dan golengan ruang.
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7. Keputusan pengangkatan PNS melalui perpindahan dari
jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
dibuat menurut conteh foermulir yang tercantum dalam Anak
Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala Badan ini.

D. PENGANGRKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

PAJAK KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

1. Pemeriksa Pajak kategori keterampilan yvang memperoleh
ijazah Sarjana (81)/Diploma IV dapat diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori keahlian,
dengan syarat sebagai berikut:

a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak;

b. mengikuti dan hilus pendidikan dan pelatihan fungsional
yvang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pajak kategori keahlian; dan

c. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang
ditentukan.

2. Pemeriksa Pajak kategori keterampilan yang akan diangkat
menjadi Pemeriksa Pajak kategori keahlian sebagaimana
dimaksud pada angka 1 diberikan Angka Kredit dari ijazah
Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 65% (enam
puluh lima persen) Angka Kredit Kuniulatif dari diklat, tugas
jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak
memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

3. Pemeriksa Pajak yang menduduki pangkat Pengatur
Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh
ijazalh Sarjana (S1)/Diploma IV (DLV), sebelum diangkat
dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori keahiian
ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi
Penata Muda, golongan ruang II1/a.

4. Pemeriksa Pajak Lkategori keterampilan sebagaimana
dimaksud pada angka 1, dapat dipertimbangkan untuk
diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
kategori keahlian setelah dinyatakan lulus diklat fungsional
di bidang pemeriksaan kategori keahlian dan lulus uji
kompetensi untuk jenjang jabatan yvang akan diduduki.
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5. Pengangkatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori
keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
kategori keahlian ditetapkan olelh Pejabat Pembina
Kepegawaian dengan mempertimbangkan Kketersediaan
kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori
keahlian.

6. Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak kategori keterampilan menjadi
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori keahlian
dibuat menurut contoh formulir sebagainiana tercantum
dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

7. Keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pajak kategori keterampilan menjadi Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak kategori keahlian dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4
yang merupakan bagian tidak terpisabikan dari Peraturan
Kepala Badan ini.

E. TATA CARA PENGANGEKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PAJAK
Ketentuan Teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan
selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsienal

Pemeriksa Pajak.

VIII. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL
PERTAHUN, DAN SANKSI
A. SASARAN KERJA PEGAWAI
1. Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Pajak wajib menyusun
Sasaran Kerja Pegawali (SKP) yang akan dilaksanakan dalam
1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Pemeriksa Pajak disusun berdasarkan penetapan
kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabafan diambil dari
kegiatan sebagai turnan dari penetapan kinerja unit kerja
dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat

kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan,
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4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang
merupakan turnnan dari penetapan Kinerja unit atan atasan

langsung,

.Ul

SKP yang telah diststin sebagaimana dimaksud pada angka

1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN

1. Pemeriksa Pajak Kategori Keterampilan sefiap tahun wajib
mengumpulkan Angka Kredit dari wunsur diklat, tugas
jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang
dengan jumlah Angka Kredit paling kurang:

a. S untuk Pemeriksa Pajak Pelaksana/Terampil;

b. 12,5 untuk Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan/Mahir;
dan

c. 25 untuk Pemeriksa Pajak Penyelia.

2. Pemeriksa Pajak Kategori Keahlian setiap tahun wajib
mengunmpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas
jabatan, pengembangan profesi, dan wunsur penunjang
dengan jumlah Angka Kredit paling kurang:

a. 12,5 untuk Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama;
b. 25 untuk Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda; dan
c. 37,5 untuk Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya.

3. Target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud angka 1
dan angka 2 terdiri dari:

a. unsur utama tidak termasuk sub unsur pendidikan
formal; dan
b. wunsur penunjang:

4. Pemeriksa Pajak FPenyelia, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang I1l/d wajib mengumpulkan paling sedikit 10
(sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan pemeriksaan,
pemeriksaan bukt permulaan dan/atau penyidikan.

S. Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina
Utama Muda, golongan ruang IV/c wajib mengumpulkan
paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan
pemeriksaan, pemeriksaan buokti permulaan danj/atau

penyidikan dan pengembangan profesi.
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6. Jumlah target angka kredit sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan angka 2 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. SANKSI

Pemeriksa Pajak akan mendapatkan sanksi disiplin apabila

pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pemeriksa
Pajak yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen)
sampai dengan S0% (lima puluh persen) dijatuli hukuman
tingkat sedang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pemeriksa
Pajak yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh
lima persen) dijatuhi hukuman tingkat berat sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan:

IX. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
A. PENGUSULAN PENILATAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit
Pemeriksa Pajak disampaikan oleh Pemeriksa Pajak kepada
pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas
yang bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah
diketahui atasan langsung Pemeriksa Pajak yang
bersangkutar.

2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pemeriksa
Pgjak yang dibuat menurut contoh formulir yang tercantum
dalam Anak Lampiran 5A sampai dengan Anak Lampiran 5D
dan Anak Lampiran 6A sampai dengan Anak Lampiran 6C
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Badan ini.

Setiap: usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit
Pemeriksa Pajak harus dilampiri, antara lain dengan:

a. surat pernyataan melakukan kegiatan pemeriksaan,

QJ

dibuat menurut contolr formulir yang tercantum dalam
Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak

terpisalikan dari Peraturan Kepala Badan ini;
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b. surat pernyataan melakukan kegiatan pemeriksaan bukti
permulaan; dibnat menurot contoh formulir yang
tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan
bagian tidak terpisalikan dari Peraturan Kepala Badan
ind;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan penyidikan, dibuat
menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak
Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Kepala Badan ini;

d. surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan
profesi dibuat menunrut conteh formulir yang tercantum
dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;

e. surat permyataan melakukan kegiatan penuanjang
pelaksanaan tugas Pemeriksa Pajak, dibuat menurut
contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 11
yvang merupakan bagian tidak terpisalikan dari Peraturan
Kepala Badan ini; atau

f. surat pernyataan telah menglkuti pendidikan dan
pelatihan dan fotocopy bukti-bukti mengenai
ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan,
dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam
Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

4, Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada angka 7, harus dilampiri dengan bukti fisik.

Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas

gt

vang bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan
balian usulan penilaian dan penectapan Angka Kredit kepada
pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit
Pemeriksa Pajak dan dibuat menurut contoh formulir yang
tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

6. Usulan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Pajak diajukan

oleh:
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a. Pejabat Pimpinan Tinggi Fratama yang membidangi
kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
vang membidangi perpajakan kepada Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya yang mienibidangi perpajakan untuk Angka
Kredit bagi Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;

b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian
pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi perpajakan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
perpajakan untuk Angka Kredit bagi:

1) Pemeriksa Pajak  Pelaksana/Terampil pangkat
Pengatur, golongan ruang II/ec, sampai dengan
Pemeriksa Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat I,
golonigan rmang I1/d; dan

2) Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang IIl/a sampai dengan
Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muoda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang I11/d;

di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangarn.

¢:. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian
pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keunangan kepada Kepala Kanter Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk
untuk Angka Kredit bagi:

1) Pemeriksa Pajak  Pelaksana/Terampil pangkat
Pengatur, golongan ruang II/c, sampai dengan
Pemeriksa Pajak Penyelia, pangkat Penata Tingkat 1,
golengan ruang 11/d; dan

2) Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan
Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat 1, golongan ruang 1I1/d;

www.peraturan.go.id



2017, No.1180 _40-

di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangarn.

7. Pejabat yang mengusulkan Angka [Kredit menyampaikan
bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan
DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang
berwenang menectapkan Angka Kredit dibanta oleh Tim
Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
1. Penilaian prestasi kerja Pemeriksa Pajak dilakukan paling
kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
Comntoh:
Prestasi kerja Pemeriksa Pajak mulai 1 Januari 2017 sampai
dengan 31 Desember 2017 harus dinilai dan ditetapkan
paling lambat bulan Januari 2018.

2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Pejabat

Fungsional Pemeriksa Pajak dilakukan paling kurang 2 (dua)
kali dalam setahun.
Penilajan dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan
pangkat Pemeriksa Pajak dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum
periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai
berikut:

<

a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang
bersangkutan; dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan.

4. ‘Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi
Pemeriksa Pajak harus dinilai secara seksama oleh Tim
Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan [I Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Talhun 2016.
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5. Bahan ustilan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang
telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada angka 4 kemudian ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

6. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaiann Negara, dan tembusannya disampaikan
kepada:

a. Pejabat Pimpinan Madya yang membidangi perpajakan
pada Instansi Pembina;

b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutai;
Kepala Biro/Bagian yang membidangi kepegawaian;

d. Pemeriksa Pajak yang bersangkiitan; dan

e. Pejabat lain yang dianggap perlo.

7. Penetapan Angka Kredit Pemeriksa Pajak, dibuat menurut
contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 14
yang merupakan bagian tidak terpisabhkan dari Peraturan
Kepala Badan ini.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM
PENILAT, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI
A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak, yaitu:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
perpajakan untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak
Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang
IV /a sampai dengan Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya,
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di
lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madyva
vang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi:

1) Pemeriksa  Pajak  Pelaksana/Terampil  pangkat
Pengatur, -golongan ruang II/c, sampai dengan
Pemeriksa Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang Ill/d; dan
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2) Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang IIl/a sampai dengan
Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang I11/d.

di lingkungan Kantor Pusat Direlktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan.

c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi:

1) Pemeriksa Pajak Pelaksana/Terampil pangkat
Pengatur, golongan ruang II/¢, sampai déngan
Pemeriksa Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat 1,
golongan ruang I11/d; dan

2) Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang [I/a sampai dengan
Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang II1/d.

di lingkangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan

2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat
sebagaimana dimaksud pada angka 1 horuf a harus
membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

3. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat
yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

4. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit
sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga
tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu
yvang ditentukan pada angka IX huruf B angka 3, maka
Amnigka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat
di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di
bidang perpajakan setelah mendapatkan delegasi atau kuasa
dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit atau

atasan pejabat yang herwenang menetapkan Angka Kredit.

Ul

Keputusan pejabat yang berwenang mnienetapkan Angka
Kredit tidak dapat diajukan keberatan.
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B. TIM PENILAIL

1.

Dalam menjalankan togasiiya, pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pajak dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:

a. Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka
Kredit bagi Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pemeriksa
Pajak Madya /Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian
Keuangan.

b. Tim Penilai Sekretariat bagi Pejabat Pimpinan Pratama
yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangl perpajakan
untuk Angka Kredit:

1) Pemeriksa  Pajak  Pelaksana/Terampil pangkat
Pengatur, golongan ruang 1I/c, sampai dengan
Pemeriksa Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat 1,
golongan ruang lI/d; dan

2) Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang I1ll/a sampai dengan
Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat 1, golongan ruang I11/d.

di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangarn.

c. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Kepala Kanter Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk

Angka Kredit:

1) Pemeriksa Pajak  Pelaksana/Terampil pangkat
Pengatur, golongan ruang II/c, sampai dengan
Pemeriksa Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat I,
golengan ruang 11/d; dan

2) Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan
Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat 1, golongan ruang 1I1/d;
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di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangarn.

2. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan
oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
yang membidangi perpajakan pada Direktorat Jenderal
Pajak untuk Tim Penilai Sekretariat.

c. Kepala Kanter Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan untiik Tim Penilai Kantor
Wilayali.

3. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur
teknis yang membidangi pemeriksaan, pemeriksaan bukti
permmulaan dan/atau penyidikan, unsur kepegawaian, dan
Pemeriksa Pajak.

4, Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:

a. seorang Ketna merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

¢, paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

5. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4
huruf a, paling rendah Pejabat Administrator.

6. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4
hhuruf b, harus berasal dari nnsur kepegawaian pada instansi
masing-masing.

7. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4
uruf ¢; paling sedikit 2 (dua) orang darl Pemeriksa Pajak.

8. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Pemeriksa Pajak yang dinilai,

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
Pemeriksa Pajak; dan

c. aktif melakukan penilaian kinerja.

9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya,
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10, Aniggota Tim Penilai yang telah mienjabat 2 (dua) kali masa
jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada
angka 9, dapat diangkat kembali setelali melampaui
tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

11.Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau
berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim
Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara
definifif sesuai masa kerja yang tersisa.

12. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai,
Ketua dapat mengajukan ustil pengganti anggota Tim Penilai.

13. Dalam hal kempeosisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat
dipenuhi dari Pemeriksa Pajak, maka Anggota Tim Penilai
dapat diangkat dari pejabat lain yang memplinyai

kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pemeriksa Pajak.

C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya
terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau
bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan tekunis
yang diperlukar.

2. Tugas pokek Tim Teknis memberikan saran dan pendapat
kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian
atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memetlukan kealhlian tertentu.

3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab
kepada Ketua Tim Penilai.

4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila
terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada
angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI
1. Tugas Tim Penilai Direktorat Jenderal, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi perpajakan dalam menetapkan Angka Kredit
bagi Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pemeriksa
Pajak Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda,
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golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian

Keuangan; dan

b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan
penctapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam
huaruf a.

2. Tugas Tim Penilai Sekretariat, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya yang membidangi perpajakan dalam
menetapkan Angka Kredit bagi:

1) Pemeriksa Pajak  Pelaksana/Terampil pangkat
Pengatur, golongan ruang II/c, sampai dengan
Pemeriksa Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang 111/d; dan

2) Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang II/a sampai dengan
Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang Il /d;

di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan.

b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam
huruf a.

3. Tugas Tim Penilai Kantor Wilayah, yaitu;

a. membantu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Kenienterian Keuangan dalam menetapkan Angka
Kredit bagi:

1) Pemeriksa  Pajak Pelaksana/Terampil pangkat
Pengatur, 'golengan ruang II/c, sampai dengan
Pemeriksa Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang I11/d; dan

2) Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang II/a sampai dengan
Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat 1, golongan ruang 111/d,

di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan.
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b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam

haruf a,

E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh
Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak.

XI: KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN
A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Pemieriksa Pajak, dapat dipertimbangkan
apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi Angka Kredit Kuniulatif yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan yang
menduduki jabatan Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang [V/b menjadi
pangkat Pembina Utama Mruda, golongan ruang IV/c
ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas
nama Presiden setelali mendapat pertimbangan teknis
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan vang
menduduki jabatan:

a. Pemeriksa Pajak Pelaksana/Terampil pangkat Pengatur,
golongan ruang II/c, sampai dengan Pemeriksa Pajak
Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang II1/d;
dan

b. Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang [II/a untitk menjadi Penata Muda
Tingkat 1, golongan ritang Ill/b sampai dengan untuk
menjadi Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya, pangkat
Pembina Tingkat [, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian

yang bersangkutan setelall mendapat persetujuan teknis

Kepala Badan Kepegawaian Negara.
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4. Kenaikan pangkat bagi Pemeriksa Pajak dalam jenjang
jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika
kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Contoh:

Sdr. Nurmansyah, S.E., MM., NIP. 19770505 200304 1 001
Jabatan Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat [, golongan ruang Ii/d terhitung mulai tanggal 1
April 2014-

Berdasarkar hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2017,
Sdr. Nurmansyah, S.E., MM., memperoleh Angka Kredit
sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan
pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a,
terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Maka sebelum
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu
ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pemeriksa Pajak
Madya/Ahli Madya.

5. Pemeriksa Pajak yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka
Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat
berikutnya.

Contoh:

Sdr. Wendy Nugraha Herdianto, SE., NIP. 19801016 200504
1 010, pangkat Penata, golongan ruang Il /¢ terhitung mulai
tanggal 1 April 2017, jabatan Pemeriksa Pajak Muda/Ahli
Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan
ruang Ill/e; yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit
Kumulatif sebesar 215.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat
menjadi pangkat Penata, golongan ruang II/c yaitu 200
Angka Kredit.

Dengan demikian Sdr. Wendy Nugraha Herdianto, SE.,
memiliki kelebihan 15 Angka Kredit dan dapat
diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
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6. Pemeriksa Pajak yang pada tahun pertama telah memenuhi
atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada
tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang
20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka
Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi yang TDberasal dari Xkegiatan
pemeriksaan, pemeriksaan buokti permulaan dan/atau
penyidikan.

Cortol:

Sdr. Yulasmono, S.E., M.M., NIP. 19810210 200403 1 001,
pangkat Penata, golongan ruang III/¢, terhitung mulai
tanggal 1 April 2013, jabatan Pemeriksa Pajak Muda/Ahli
Muda, dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penetapan angka kredit periode Januari 2013
sampai dengan 30 Desember 2013, Sdr. Yulasmono, S.E.,
M.M., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80
sehingga dalam tahun pertama masa pangkat vang
dimilikinya sejalk 31 Maret 2014 telah memiliki Angka Kredit
yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat
menjadi Penata Tinigkat I, golongan ruang III/d, vaitu sebesar
305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang
dimilikinya sejak 31 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret
2015 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat 1,
golongan tuang [OI/d, Sdr. Yulasmono, SE., MM., wajib
mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 20% x 100 = 20.

B. KENAIKAN JABATAN
1. Kenaikan  jabatan  bagi  Pemeriksa  Pajak, dapat
dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan
Pemeriksa Pajak dengan ketentuan:
a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan
untuk kenaikar jabatan setingkat lebih tinggi;
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c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang
bermnilai baik dalam 1 (satu) talnun terakhir; dan
d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

2. Kenaikan jabatan dari Pemeriksa Pajak Pelaksana/Terampil
sampai dengan menjadi Pemeriksa Pajak Penyelia, dan
Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama sampai dengan
menjadi Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian.

3. Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda yang akan maik jabatan

setingkat lebih tinggi nienjadi Pemeriksa Pajak Madya/Ahli
Madya, Angka Kredit yang disyaratkan paling rendah 6
(enam) berasal dari sub unsur pengembangan prefesi.
Contol:
Sdr. Wishnu Agung Baroto, S.E, M.M., NIP. 19760608
200004 1 001, pangkat Penata Tingkat [, golongan ruang
[II/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2018, jabatan
Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, Angka Kredit Kunmulatif
sebesar 305. Pada waktu penilaian bulan Januari 2017, yang
bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatf sebesar
102, dengan rincian sebagai herikut:

a. Diklat fungsional/teknis yang = 6 Angka Kredit
mendukung tugas Pemeriksa
Pajak.

b. Pelaksanaan kegiatan = 90 Angka Kredit

pemeriksaari, pemeriksaan bukti
permulaan dan penyidikan
c. Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis/karya ilmiah = 6 Angka Kredit
hasil penelitian / pengkajian/
survey/evaluasi di bidang
perpajakan  yang dipublikasikan
dalam bentuk majalah ilmiah yang
diakui oleh kementerian yang
bersangkutan

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr.
Wishnu Agung Baroto, S.E, M.M., adalah 301 + 102 = 407
Angka Kredit,
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Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Wishnu Agung Baroto,
S.E, M.M.. telah mememuhi Angka Kredit dari sub unsur
pengembangan profesi sehesar 6 Angka Kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat Iebih
tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi
untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang
bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pemeriksa Pajak
jenjang Madya/Ahli Madyva, pangkat Pembina, golongan
Tuang [V/a.

4. Keputusan kenaikan jabatan dalam dJabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak dibnat memurut contoh formulir yang
tercantum dalam Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

XII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
A. PEMBERHENTIAN
1. Pemeriksa Pajak diberhentikan dari jabatannya, apabila:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di [uar tanggungan negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsienal
Pemeriksa Pajak dibuat menurut contoh formulir yang
tercantum dalam Anak Lampiran 16 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALL
1. Pemeriksa Pajak yvang karena alasan sebagaimana dimaksud
pada huruf A angka 1 huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf e,
dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan
terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak.
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2. Pemeriksa Pajak yvang diberhentikan sementara sébagai PNS
sebagaimana dimaksiid pada huruf A angka 1 huruf b, dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pajak, apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

3. Pemeriksa Pajak yang diberhentikan karena menjalani cuti
diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada
huruf A angka 1 huruf ¢, dapat diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, apabila telah selesai
menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan
kembali sebagai PNS.

4. Pemeriksa Pajak yang diberhentikan karena menjalani tugas
belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud
pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali
dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, apabila telah
selesai menjalani tugas belajar.

5. Pemeriksa Pajak yang diberhentikan karena ditugaskan

secara penuh di Inar Jabatan Fungsionial Pemeriksa Pajak

sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf €, dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
apabila berusia paling tinggi:

a. 90 (lima puluh) tahun bagi Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli
Pertama dan Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, dan
Pemeriksa Pajak Pelaksana/Terampil sampai dengan
Pemeriksa Pajak Penyelia; dan

b, 56 (lima puluh enam) tahun bagi Pemeriksa Pajak
Madya/Ahli Madya.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3

&

dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya
sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pajak.

7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4, dengan
menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan
dari Jabatan TFungsional Pemeriksa Pajak dan dapat
ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pendidikan
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dan pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani
pemberhentian dari jabatan.

8. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsienal Pemeriksa
Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan
menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan
dari Jabataan Fungsional Pemeriksa Pajak dan dapat
ditamibah  dengan Angka Kredit dari sub unsur
pengembangan profesi vang diperoleh selama menjalani
pemberhentian jabatan.

9. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5; dapat dilakukan
dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang
6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan beraklir.
contol:

Sdr. Ade Setiawan, S.H., M.H,, NIP. 19611207 199103 1 001,
jabatan Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a. Yang bersangkutan
diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan
diangkat dalam Jabatan Administrater terhitung mulai
tanggal 1 Februari 2012.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, maka untuk tertib
administrasi usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian paling lambat bulan Juni 2017, karena yang
bersangkutan lahir pada bulan Desember 1961, tanpa harus
berhenti dari jabatannya.

10. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak dibnat memarut contoh formulir yang
tercantum dalam Anak Lampiran 17 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

XII. UJI KOMPETENSI
Uji kompetensi bagi Pemeriksa Pajak yvang akan naik jabatan
setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019,
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1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan ini
dijumpai kesulitan, agar dikensultasikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk tuntuk
mendapat peryelesaian.

2. Demikian Peraturan Kepala Badan ini dibuat untuk dapat
dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA
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ANAK LAMPIRAN 1

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAESANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR 1ovvviviininsineiianns i
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER] KEUANGAN,
Menimbang ¢ a. bhahwa Sandara o - NIP . . pangkat/golongan rusng .

telall memenuhi syar at dan dlanggap rakap untuk diangkat dala.m Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak:

b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan vang telah ditetapkan, perlu
mengaﬂgkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

Mengingat L. Undang-Undang Nomor & Talun 2014,
2, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3, Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik [ndonesia Nomor 17 Tahun 2016
4., Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2017,
MEMUTUSKAN;
Menetapkan
KESATU . Calon Pemeriksa Pajak dibawali ini:
4a. Nama
5. NIP
o. Pangkat/golongan fang/TMT . i i i i
d: Unit kerja b S R R R SRR TS5
Terhitung nmulai ta_nggal ........ diangkat dalam Jabaten I“ngslonal FPemeriksa
Pajak jenjang ......... . dengan angkea: kredit sebesar ... v (v v
KEDUA . .. |
KEETIGA : Apabﬂa djksmudlan hem ternvata terdapat kekehruan dalam keputu san ind. akaﬂ
diadakan perbaikan den perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputlisan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yvang bersarigku tan
untuk diketahui dan ditndahkan sebagaimana mestinya.
Diretaplkany @i v s
pada tanggal .. s
TEMBUSAN; _
1, Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kanter Regienal BKN yang bersangkutan®):
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan Kenenterian Kenangan;
3. Pejabat yang berwerang menetapkan angka kredit;
4 Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawalian yang bersangkutan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan®)idan
Pejabat lain yang dianggap perlu.

o

¥ Corel yang tidak perlu,
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN 2

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAESANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

KEPUTUSAN PENCANGKATAN PER-
PINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
DALAM  JABATAN  FUNGSIONAL
PEMERIKSA PAJAK

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR ...vvinne,
TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : hahwa untuk mengisi Rebutihan jabatan yang lowong, Sanidara |, . NIF .
jabatan ... . pangkat /golongan mang ... telah mememihi svarat
dan dianggap Cakap lintnk disngkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
melalui perpmdahan dari jabatan lain:

Mengingat |, Undang-Undang Nomor 5 Talitin 2014,
2. Peratutan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brrokrasi
Republik [nebnesia Nomor 17 Tahun 2016;
4, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2017,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan !
KESATU ¢ Mengangkat:
a, Nama
b. NIP
¢. Pangkat/golongan mang/TMT
d. Unit kerja
Termming nrulai tanggal .. dlangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
jenjang cengan angkd kredit sebesar .. v [erengeny ae)
KEDUA : . .
EETIGA : Apabﬂa djkemudlan J;aﬂ ternvata terdapat ekeliruan dalan keputusan ini, akan
dindakan perbaikan dan perhiningan kembali sebagaimans mestinye,
Asli Keputusan inl disampaikan kepada Pegawai Negeil Sipil yang bersangku tan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetepkem di v v coui
pada tanggal i v
TEMBUSAN:
1 Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BEN yangbersangkutan®);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan Kementerian Keuangan:
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro Kepegawaian /BagianKepegawaian yang bersangkutan:
5 Kepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara/RKepala Bira/

BagianKeuangan yang bersangkutan*): dan
+ Pejabat lain vang dianggap perlu.

[

¥ Caref yang tidak perlu,
“) Diisi apabila ada penambyahan diktum yang dianggap perlu,
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CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
PAJAKKATEGORI KETERAMPILAN  KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
PAJAK KATEGORI KEAHLIAN

ANAK LAMPIRAN 3

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

PENETAPAN ANGKA RREDIT

NOMOR vvaveins s
[0 ROTHO—— Maga: PEHIETETI! 1o vos werie vii vii viiss sisin
[ | KETERANGAN PERORANGAN
1 | Nama
2 | NIP
3 | Nomor Seri KARPEG
4 | Pangkat/Gaulongan ruang TMT
5 | Tempat dan Tanggal lahir
6 | Jenis Kelamin
7 | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
& | Jabatan Pungsional /TMT
g ‘ Lama
‘5? MasaKerjaGolongan [ Bara
10 | Unit Kerja
y . S ) . | JUMLAH
0 | PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA | BARU | JUMLAH 55%
A | PendidikanSekalah 100 -
B | Perolehan Angka Kredit dari:
L | UNSUR UTAMA
a, Pendidikan dan pelatihan fungsional /teknis dibidang 65%
perpajakan serta memperaleh Survat Tanda Tarmat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
b. Pemeriksaan. pemeriksaan bukti permulaan 65%
I dan/atau penyidikan bidang perpajakan
¢, Pencegahan dan penyidikan 65%
d.  Pengembangan Prafesi 655%
Jumlah Unsur Utama
|2 | UNSUR PENUNJANG x
Kegiatan Peruijang Pemeriksa Pajak X
Jumlah Unstr Penunjang X
Jumlah keselurithan anghka krvedit dari Unsar Utamea
(diklar, twgas jabatan, dan pengembangan profest) ditambakh X X X (A+B1)
angka Kredit dari Pendidikan Sekoldh
Il | DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA: PAJAK JENJANG ...vvecines PANGEAT/GOLONGAN RUANG... ... v or o vr vvnveens
ASLI disampaikan dengan hormal kepadaKepala BKN Ditetapkan di .. oo conmessnnsnnes

Tembusan disampaikan kepada;
Sekretaris Tin Penilai yang bhersangkutan;

Pimipinan Unit Kerja yvang bersangkutan:
Pemeriksa Pajak yang bersangkutan dan
. Pejabat lain yang dianggap perlu,

EES SIS

¥ Coret yang tidak perli

Kepala Biro Kepegawaiai/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;¥)

Nama Lengkap

www.peraturan.go.id

2017, No.1180



2017, No.1180 58

-58 -

ANAK LAMPIRAN 4

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTCOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERPINDAHAN DARI PEMERIKSA PAJAK
KATEGOR] KETERAMPILAN KE DALAM
PEMERIKSA PAJAK KATEGOR] KEAHLIAN

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR ....vvee
TENTANG
PENGANGKATAN DARI PEMERIKSA PAJAR KATEGORI KETERAMPILAN
KE DALAM PEMERIKSA PAJAK KATEGORI KEAHLIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER] KEUANGAN,

Menimbang @ labwa untuk mengisi kebumlian jabatan vang lowong. Saudara ...... NIF
jabatamn........ pangkat/golongarn ruang ... telah memenuhi syarat
dan dlaﬂggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
kategori keahlian;
Mengingat ¢ L. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peratutan Pemerintall Nomor 11 Tahun 2017,

3, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negars dan Reformasi Birokrasi
Republlk (ndonesia Nomor L7 Tabun 2016:

4. Peraturan Kepala Bacan Kepegawaian Negara Nomor 15 Talun 2017:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU ¢ Mengangkat:
a, Nama
5. NIP
¢. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kefja i
Terhitung mulai tanggal ........ cllangkat dalam Jabatem Fungsional Pemeriksa
Pajak kategori keahlian jenjang ... dengan angka kredit sebesar...... Bhosisiiie vaw )
KETIGA . Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirnan dalam keputisan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negerl Sipil vang bersangku tan
untuk diketahui dan diindalikan sebagaimans: mestinya.
Ditetapkasi di vovviaererin
pada tanggal ...
TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan®)
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan Kementerian Keuangan;
3. Pejabat yang berwenang menstapkan angka kredit:
4 Kepala Biito/Bagian Kepegawaian yang bersangkutarn;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Kenangan yang bersangkiuitan®);
Pejabatlain yang dianggap perlu.

@

¥

) 'Caret yang tidak perlu.
**) Diisi-apabila ada penammbahan diktiim yang dianggap perlu.
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ANALK LAMFIRAN 7

FERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG FPETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/ TMT
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan baliwa:
NAIEL e
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pemeriksaan sebagar berikut:

5 Satuan Jumtlah Angka WJumizh Keterangan/
Ne Uratan Kegiatan Tanggal Hasi] Velume Kredit Angka buldt] fisik
Kegiatan Kredit

i} big 3 4 =Y [ i 8

1.

P

3.

4.

8

dst

Demikian pernyataan i dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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ANALK LAMFIRAN 8

FERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

SURAT PERNYATAANTELAH

MELAKUKAN KEGIATAN FEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Yang bertanda tangan i bawah ini:

Nama

NIP

Pangkst/ golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kecja

Menyatakan baliwa

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Thit kerja

Telah melakukan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan sebagai berikut:

Jumlah Jumlal

No Uraian Kegiatan Tanggal Sf{gff Volume Aglﬂgﬁ Angka Kgféznﬁg;ﬁ;/
Kegiatan Kredit

z & g 4 5 6 7 8

1,

2.

3.

4,

5,

dst

Demikian pernyataan i dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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2017, No.1180

FERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH
SURAT PERNYATAANTELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PENYIDIKAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENYIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/ TMT
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan baliwa:

Nama

NIP ¥ ovios n vommes £ LRSS ELORES B LOREES B LORDS B LS
Pangkat/golongan ruang/TMT ¥ rumees w s § LSS B LS § LSS B S B 80

Jabatan
Unit kerja

‘Telah melakukan kegiatan penyidikan di bidang perpajakan sebagai berikut:

PEMBINAAN

5 Satuan Jumtlah Angka WJumizh Keterangan/
Ne Uratan Kegiatan Tanggal Hasi] Velume Kredit Angka buldt] fisik
Kegiatan Kredit

i} big 3 4 =Y [ i 8

1.

P

3.

4.

8

dst

Demikian pernyataan i dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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ANALK LAMPIRAN 10

FERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK

PELARSANAAN

PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFES]

SURAT PERNYATAAN
MELAKIUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFES]

Yang bertanda tangan di bawal ini:

Nama
NIP

Pangkat/ golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit ketja

Menyatakan bahwa.

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

Jumlah Jumlah '

No Uraian Kegiatan | Tanggal S;Z;?]n YOI'LImG %?iﬁt Atngk.a KET;ZI}?;E/
Kegiatan Kredit

! 2 3 4 ) 6 7z &

1.

3

3.

4.,

5.

dst

Demikian pernyataan mi dibuat untuk dapat dipergunakan sebagatmana mestinya.

www.peraturan.go.id
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ANALK LAMPIRAN 11
FERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN

KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PEMERIKSA PAJAK

Yang bertanda tangan di bawal ini:

Nama
N e
Pangkat/golongan ruang/TMT i 0 R84 8RR B R
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan baliwa:

Nama
NIP it e e e s e s s
Pangkat/golongan ruang/TMT ¥ et u e § HOES § LNIDS § SAMINDS § SAINNES § LS § LSS €
Jabatan :

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Jumlah Jumlah

. ” ) Satuan Angka Keterangan /
No | Ursian Kegiaten | Tanggal | "y gy | Volume | jo gy | Angka |y fisik
Kegiatan Kredit
4] 3 4 5 6 X 8

7 kel ES R D= ] /e
2

Demikian perayataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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ANAK LAMPIRAN 12
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR L& TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
PEMERIKSA PAJAK

Yanig bertanda tanigan di bawah ini:

Namia

NIP

Pangkat/golongan ruang
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Namzi

NIP

Pangkst/ golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional /teknis Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

. ' Satuan | U leih Angka dRBlAk | g gari/
No Uralan Kegiatan Tangeal . Volume gy Angka e
Hasil . Kredit . bukti fisik
Kegiatan Kredit
2 3 4 = 5 7 8

Bl |cefm]=]<
=t

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMPIRAN 13
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIESA PAJAK

SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI
PEMERIKSA PAJAK

Kepada Yitlh,

Pejabat yang berwenang rengusulkan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

i
Tempat

1, Bersama ini kami sampaikan bahen usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-
natna Pemeriksa Pajak dan bikti fisiknya, sebagai berikuit:

v PANGEKAT/
\ \ /! oA A ) CERJ
NO NAMA /NIP JABATAN GOLONGAN RUANG UNIT KERJA
1
3
dst

2. Demiikian, atas perhatiannys Karmi tcapkan terima Kasih.

Pimpinan Unit Kerja
Paling rendah Pengawas

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMPIRAN 14
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAESANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTCH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR . .vvees oo
[nstansi; Masa Penilaiatny ......
[ | KETERANGAN PERORANGAN
1 | Nama
2 | NIP
3 | Nomor Seri KARPEG
4 | Pangkat/Guolongan ruang/ TMT
5 | Tempat dan Tanggal lahir
6 | Jenis Kelamin
7 | Pendidikan yang diperhitungkan angka kredimya

Jabatan Fungsional/TMT

Lama

)

Masa Kerja Golongan

10 | Unit Kerja

11 | PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMA

BARIJ

JUMLAH

A | Pendidikan Sekolah

B | Angka Kredit Penjenjangan

I | UNSTR ODTAMA

Pendidikan dan Pelatihan (STTPF)

a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang
perpajakan serta memperoleh Surat Tanda Tardat

. Diklat fungsional/Teknis

¢, Pemeriksaan

| d. Pemeriksaan bukti permiilaan

| e, Penyidikan bidang perpajakan

f, Pengembangan Profesi

Jumlah Unsur Utama

|2 | UNSUR PENUNJANG

Kegiatan Pertunjang Pemeriksa Pajak

Jumlah Unsur Penunjang

Jumlal Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan

n

—_

PANGKAT/GOLONGAN. RUANG ..

DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGEAN UNTUR DINAIKKAN DALAM JABATAN ... vovviiminin

ASLI disampaikan dengan liormat kepadaKepala BKN

Tembusan disampaikan kepada:
Pemeriksa Pajak yang bersangkutan;

i) =

. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang
bersangkutarn:*)

Pimpinan Tnit Kerja yang bersangkutan; dan

. Pejabat lain vang dipandang perlu,

o

¥ Coret vang tidak perlu

. Sekretaris Tim Penilai Pemneriksa Pajak yang bersangkutan;

Ditetapkari el v o v vownnmn oo oo

Pada tanggal

NIP, ,

Nama Lengkap

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMPIRAN 15

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

KEPUTUSAN

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN

FUNGSIONAL FEMERIKSA PAJAK

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR .....ovuun
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

MENTER! KEUANGAN,

Menimbang @ babhwa untuk mengisi kebutulian jabetan Pemeriksa Pajak vang lowong. Saudara
......... NIP ......... jabatan ... pangkat/golongan rueng ......... felah memenuhi
syarat dan dianggap cekap untuk dinaikken dalam jenjang jabatan setingkat
lebil tinggi,

Mengingat ¢ L. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2., Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,

3. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatir Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik ndonesia Nomor L7 Tabusn 2016:

4. Peraturan Kepala Bacan Kepegawaian Negara Nomor 15 Talun 2017:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA ¢ Terhitung mulai tanggal .o....ocvesveviens .. mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama R A e RN
. NIF
¢. Pangkat /golongan mang/TMT
d. Unit kerja S e e e e
Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa: Pajak jenjang... voones ke dalam Jabatan
Fungsional Perneriksa Pajak jenjang ... ... dengan angka kredit sebesar.. ...
EEDUA L e ebe 1 bR 11 R 44411 RSSO 00 RS s b 0 3 b bt bt ebeenes oo ]
KETIGA 1 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadalean perbaikan dam perhitungan kembali sebagaimana mestinys,
Asl Keputusan ini disampaikan kepada Fegawai Negeri Sipil vang bersarigku tan
untuk diketahui dan diindalikan sebagaimania mestunyva.
ditetapkan di ...
pada tanggal e “
NIP,
TEMBUSAN:

1 Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BEN yang bersangkutan®);
. Pejabat Pimpinan Tinggl Madya yang membidang perpajakan Kementeran Keuangan:
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutant);
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan®);
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

¥ Coret vang tidak perlu
¥} Diisi apabila ada penambahan diktumyang dianggap perlu,

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMPIRAN 16
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR L5 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTTAN DARI

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NEOMOR' vvuamen
, TENTANG
PEMBERHENTIAN DAR! JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
MENTERI KEUANGAN.,
Menimbang i a bahwa berdasarkan surat ... Nomot al . perihal
usulan pembeﬂlenhml dami Jabatan J‘ungswnal Pemenksa Pegak karena
b, ba_hwaunt‘uk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak:

Mengingat 1. Undang-Undang Nemor 5 Talhun 2014
2. Peraturan Pemerintal Nomor |1 Tahun 2017;
3, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016:
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2017;
MEMUTUSKAN;
Menetapkan :
PERTAMA . Terhitung mulai tanggal ..,.... ﬁiberhen tikan dari jabatan Pemeriksa Pajak:
a. Nama
b, NIF -
¢ Pangkat/Golongan ruaﬂg/TMT .
d, Jabatan .
e. Unit hez]a d
KEDUA G R B SRS S SR TS 55
KETIGA E A_pab]la ch_kemucha.u hari ternyata ferdapa_t kekeh.man dalam kepumsan ini,
akan-diadakan perbaikan dan perhitiingan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusean ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinye.
ditetaplean di s
pada tanggal e v e
NIF.
TEMBUSAN ;
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BEN yang bersangkutan®#);
‘2, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menmbidang perpajakan Kementerian Keliangan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka krecic
4. Kepala Bira Kepegawaian /Bagian Kepegawaian yang bersangkutan***);
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan®);
6, Pejabat lain yang dianggap perlu,

¥ Tulislah surat.dari pimpinan unit kerja paling rendali setingkat Pimpinan Tinggi Pratama. nomar surat,
tanggal dikeluarkan surat; perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena...

=) Diisiapabila ada penambahan diktumvang dianggap perlu.

##%) Corvet yang tidak perlu,

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMPIRAN 17
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR L5 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR i
TENTANG
PENGANGEATAN KEMBAL! DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIESA PAJAK

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang © balwa Saudara ... NIF v pangkat /golongan ruang . v jabatatt ..
telahh memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk changkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak:

Mengingat L. Undang- Undang Nomor 5 Tahim 2014,
2. Peraturan Pemerintali Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aperatin’ Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor |7 Tahun 2016,
4., Perdturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2017
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA ¢ Terhitung mulai tanggal .. mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a, Nama e
l). NIF i
. Panigkat /golongan riiang /TMT
d Unit kerja
Dalam jabatan Pemeriksa Pajak Iemang
KEDUA :
EETIGA  Apabila dikemudian hari tecnyata terdapat kvkeuruan dalam keputusan ini. aka.ﬂ
diadakan perbaikan dan perhiitiingan kembali sebagaimans mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negerl Sipil vang bersangku tan
untuk diketahui dan diindalikan sebagaimans: mestinya.
ditetapkan di wu e o s
pada tang@al vovvee: o vevvvenninns
NIP.
TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan®);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan Kementerian Keuangan:
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Bira Kepegawaian/Bagian Kenangan yang bersangkutant);
5 Kepala Kantar Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biio/

Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
. Pejabat lain yang dianggap perlu.

(o)

*) Coretl vang tidak perlu
) Diisi apabila ada penambahan diktum yangdianggap perlu.

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMPIRAN A

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR L5 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA. PAJAK
CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FTINGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

DATTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK FELAKSANA/TERAMFIL

Nomon:
DNSTANSI  1ovvevnensnsnis o vvswenmssssmsssnsais con e MASA PENILATAN ;
Balai v §/d Bulatiee TalUR w0 i
NG KETERANGAN PERORANGAN
1. | Nama
2, |NIP
3. | NomorSeri Kartu Pegawal g
4. | Tempal dan Tanggal Lalir '
5. | Jenis Kelamin
6. | Pendidikan yvang diperhitungkan angka kreditnya :
7. | Jabatan Pemeriksa Pajak / TMT !
8. | Masa Kerja golongan lama i
9. | Masa Kerja golongan' barw
10, | Unit Kerja
UNSUR YANG DINILAI]
NO ) ANGEA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARIT| JUMLAH | LAMA | BARU| JUUMLAH
1 2 3 2 5 5 7 &

[ |[UNSUR UTAMA
1. |PENDIDIKAN
A |Pendidikan sekolah dan mermperoleh ijazah/gelar
Mengikuti Pendidikan sekolal dan memperolely
tiazah/gelar

] Diploma [Tl
B |Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak serta memperclel Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTEP) atan Sertifikat
Mengikuti pendidikan can pelatihan fungsional/teknis
Jahatan Fningsional Penteriksa Pajak dan memperoleh

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
atan Sertifikal

1) |lamanya lebil dari 960 jam

2) |lamanya antara 64 1-960 jam

3) |lamanya-antara 481-640 jam

4) |lamanya antara 161-480 jam

5) |lamanya antara 81- 160 jam

6) |lamanya antara 31-80 jam

7) [lamanya kurang dari 30 jam

¢ |Pendidikan can pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
IPendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat I1
TPEMERIESAAN, PEMERIKSAAN BUKT] PERMULAAN DAN/ATAU
" |PENYIDIKAN BIDANG PERPAJAKAN

A |Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Penteriksaan.
pelaksanaan teknis Pemeriksaan oleh pefugas pemeriksa
pajak vang ditunjuk oleh kepala kantor. pencarian Potensi

perpajakan dan penyajian informasi, melakukan
pemeriksaan
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UNSUR YANG: DINITAI

ANGKA KREDIT MENURITT

NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIF KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU| JUMLAH
1 2 3 2 5 ] 7 8

1) [Menyiapkan bahan untuk kegiatan pengamatan

2) |Melakukan kegiatan pengamatan

3) |Melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak

a. | WP Kriteria 1

b, |WP Kriteria 2

¢, |WP Kriteria 3

d. |WP Keiteria 4

4) |Melakukan permintaan keterangan cdan/ atau
konfirmasi kepada Wajib Pajak dan/ atau pihak ketiga
5) |Melakukan Peinbahasan Akhir dengan Wajib Pajak
a. | WP Kriteria 1

b, |WP Keiteria 2

¢, |WP Kriteria 3

d. |WP Kriteria 4

B |Penyiapan pelaksanaan kebijakan i bidang Pemeriksaar.
pelaksanaan teknis

Menyusun laporan hasil pengamatan
NGEMBANGAN PROFTSI
Pembuatan karva tulis/karva ilmialy di bidang perpajakan
1) |Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/surveifevaluasi di bidang perpajakan yang
dipublikasikan:
a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
b. |Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui cleh
Kementerian yang bersangkutan
Membual karya tulis/karya ilmiah hasil penelitiany
pengkajian /strvei/ evaluasi di bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan:di
perpustakaan:
a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
b. |Dalam bentuk niajalal ilmiah yang diakuioleh
Eementerian yang bersangkutan
3) |Memmbuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjanan atau
ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang
perpajakan yang dipublikasikan;

a. [Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

o
o
=

5

N

b. |Dalam bentuk majalah ilimial yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan
Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam’ bidang perpajakan yang
tidak clipublikasikan tetapi didokomentasikan di
perpustakaan:

a. |Dalam bentuk bukuo

b, |Dalam majalah
Membuat tulisan ilmial populer di bidang perpajakan
yang disebarluaskan melalui media massa yang
mertpakan satu kesatuan

4

o

&

Menyampaikan prasaran berupa tinjaunan. gagasan. atau
ulasan: lmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak
harus mernberikan rekomendasi tetapi harts ada
kesimpulan akliir)
B |Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya ci
hidang perpajakan

1) [Menerjemahkan/menvadur di bidang perpajakan yang
dipuhblikasikan

a. [Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
b. |Dalam bentik majalah ilmial tingkat nasional
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UNSUR YANG: DINITAI

NO ANGKA KREDIT MENURITT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANST PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU| JUMLAH
i 2 3 4 5 6 7 8
2) |Meneyjemahkan/menyvadur di bidang perpajakan yang

tidak dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku

b. |Dalam bentik majalah yang diaki oleh Tnstansi
vang berwenang

C |Penvusunan keténtuan pelaksanaan/ keténtuan teknis. di
bidang perpajakan

1) |Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang perpajakan

2

Menyusun ketentuan teknis di bidang perpajakan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1:8.D 3

II [PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA PAJAK

A |Pengajar/pelatih di bidang perpajakan

lMe_ngajar/ melatih yang berkaitan dengan bicdlang perpajakan

B |Peran serta dalam seminar/lokakarva di bidang perpajakan

1. [Mengikuti kegiatan seminay/lokakarya/konferensi di hidang
perpajakan sebagai:

a |Pemrasaran /penyaji/ narasumber

b |Pembalias /moderator

¢ |Peserta

2. |Mengikuti/berperan serta sebagai delegasiilmial sebagai:

a |Ketoa

I |Anggota
C |Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional i

1. |sebagai Pengurus aktif

2. |sebagai Anggota akfif
D |Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Penteriksa Pajak

Menjadi-anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak

E |Perolshan penghargaan/tanda jasa

Memperoleh Penighargaan/ tanda jasa Satyalancana
Karyasatyza

1, |30 (tiga poluh) talmn

2; |20 (dua puluh) tahun

3. |10 (sepululy tahun

F |Perolehan gelar késarjanaan lainnyva

Mempetroleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan
bidang tugasnya

1. |Satjana (S1}/Diploma’ [V
2. |Magister ($2)
3, |Doktor (S3)
JUMLAH UNSUR PENUNJANG




73, 2017, No.1180

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah
L 2 3 4

o]
(o)
~I
o o

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*). Dicoret yang tidak perlu
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Bl

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

L. Surat pernyataan melakukan kegiatam ...
. Burat pernyataan ntelakukan kegiatan ...
Surat pernyatasn melakukan kegiatan ......
Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

1

. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

ER R

. dan seterusnya

NIP.

w

Catatan Pejabat Pengusul :

3

( jebatar )

(nama pejabat pengusul )

NTP.

Catatan Anggota Tim Penilai :

4. dan seterusnya

{ Nama Penilai [ )

NIP:

(Narna Penilai 11 )

NIP.

Catatan Ketua Tim Peunilai :

4. dan seterusnya

Ketua Tir Penilai.

(Nama )

NIF.
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ANAK LAMPIRAN 5B
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR L5 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FTINGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

DATTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK PELAKSANA LANJUTAN/MAHTR

Nomon:
DNSTANST L covvwvnensain oo e ssnsnssussnsns s cos e MASA PENILATAN ;
Bl i avsuosins §£8 BRI 00000 "TENERbG o wo

NO KETERANGAN PLRORANGAN

1. | Nama :

2. |NIP ]

3. | Nomor:Seri Kartu Pegawai

4. | Tempal dan Tanggal Lahir Y

5, | Jenis Kelamin

6., | Pendidikan vang diperhitungkan angka: kreditnya i

7. | Jabatan Pemeriksa Payak / TMT ;

8. | Masa Kerja golongan lama

9, | Masa Kerja golongan’ baru
10, | it Kerja

UNSUR YANG DINILAI
NO ANGEKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARIT | JUMLAH | LAMA | BARU| JUUMLAH
I 2 3 4 & & 7 &
I [UNSUR UTAMA

1, |PENDIDIEAN
A |Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazaly/ gelar

Mengikuti Pendidikan sekolali dan memperoleh
fjazaly/gelar

IDipioma m

B [Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atan Sertifikat

Mengikuli pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
Jabatan Fungsional Pemeériksa Pajak dan memperoleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

atan Sertifikat

1) |lamanya lebil dari 960 jam

2) |lamanya antara 54 1-960 jam
3) |lamanya antara 481-640 jam

4) |lamanya antara 161-480 jam

5) |lamanya antara 81- 160 jam

6) |lamanya antara 31-80 jam

7) |lamanya kurang dari 30 jam

¢ |Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
[Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkal 11

PEMERIKSAAN, FEMERIKSAAN BUKT] PERMULAAN DAN/ATALT

" [PENYIDIKAN BIDANG PERPAJAKAN

A |Penyiapan pelaksanaan kebijakan cli bidang Pemeriksaan,

pelaksanaan teknis Pemeriksaan oleh petugas pemeriksa

pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor, pencarian Potensi

perpajakan dan penyajian inforimasi, melakukan

pemeriksaan




2017, No.1180

-76-

NO

UNSUR YANG DINILA]

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

INSTANSI PENGLISUL

TIM PENILAJ

LAMA | BARU| JUMLAH | LAMA | BARU| JUMLAH
1 7 ! a 5 6 7 8

1) |Menyiapkan bahan untuk kegiatan pengamatan
2) |Melakukan kegiatan pengamatan
3) |Melakukan pemeriksaan di tempat Wajils Fajak

a. | WP Kriteria 1

b. |WP Kriteria 2

c. |WP Kriteria 3

d, |WP Kriteria 4
4) [Melakukan permintaan keterangan dan/ atau

konfirmasi kepada Wajib Pajak dan/ atau pihak ketiga

5) |Melakukan Pembahasan Akhii-dengan Wajil, Pajak

a. | WP Eriteria 1

b, |WP Kriteria 2

¢. |WP Kriteria 3

d. |WP Kriteria 4

Penyiapan pelaksanaan Kebijakan di bidang Pemeriksaan.
pelaksanaan teknis

]Meuyusun laporan hasil pengamatan

.Cx)

PENGEMBANCAN FROFES!

A

Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perpajakan

1)

Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/survei/ evaluasi di bidang perpajakan yang
dipublikasikan!

a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. |Dalam bentnk majalah ilniiah yang diaknioleh
Kementerian vang bersangkutan

Membual karya tulis/karya ilmial hasil penelitian/
pengkajian /strvet/ evalnasi di bidang perpajakan yang
tidlak dipublikasikan, tetapi didekumentasikan i
perpustakaan;

a. |Dalam bentuk bukn yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. |Dalam bentuk majalah ilmiah vang diakui cleh
Kementerian yang bersangkutan

3)

Membnat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjanan atao
ulasan {lmiah hasil gagasan sendiri di bidang
perpajakan yang dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. |Dalam bentuk majalah ilmial yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

Membuat makalah berupa tinjanan atan ulasan ilmiah
hagsil gagasan sendiri dalam bidang perpajakan vang
tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:

a. |Dalam bentuk buku

b. |Dalam majalali

5

Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perpajakan
yang disebarluaskan melalui media massa yang
merupakan satu kesatiian

6)

Menyampaikan prasaran berupa tinfanan, gagasan, atau
ulasan {lmiah dalam pertemuan ilmiah nasional [tidak
harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada
kesimpulan akliit)

Penerjemahan/penyaduran buku dan balian lainnya di
hidang perpajakan

1)

Menerjemahkan/menyadur di bidang perpajakan yang
dipublikasikan

a. |Dalarm bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. |Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional
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UNSUR YANG DINILAI

NO ANGKA KREDIT MENURITT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU| JUMLAH
1 2 3 F] 5 6 7 8
2) |Menerjemahkan/menyadur di bidang perpajakan vang
tidak dipublikasikan:

a. | Dalam bentuk buku

b. |Dalam benink majalah yarig diakai oleh Tnstansi
vang berwenang

C [Penvusunan keténtuan pelaksanaan/ ketédtuan tekmis di
bidang perpajakan

1) |Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang perpajakan

2) |Menyusun ketentuan teknis di bidang perpajakan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1:8.D 3

Il |PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA PAJAK

A |Pengajar/pelatil di bidang perpajakan

]Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang perpajakan
B |Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang perpajakan

1, |Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang
perpajakan sebagai:

a |Pemrasaran /penyaji/ narvasumber

b |Pembahas /moderator

¢ |Peserta

2. | Mengikuti/berperan serta sebagai delegasiilmial sebagai:
a |Ketna

b |Anggota
C |Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional i
1. |sebagai Pengurus aktif
3. |sebagai Anggota -aktif

D |Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Penteriksa Pajak

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak

E |Perolehan penghargaan/tanda jasa

Memperoleh Penighargaan/ tanda jasa Satyalancana
Karyasatya

1. |30 (tiga pulul) talmn

2; |20 (dua puluh) tahun

3. |10 (sepululy) tahun

F |Perolehan gelar kesarjanaan lainnva

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan
bidang tugasnya

1. |Sarjana (S1}/Diploma [V
2. |Magister (S2)
3, |Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

L

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*), Dicoret yang tidak perlu




2017, No.1180

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

@ oA

. dan seterustiyva

1. Surat permyataan melakukan kegiatan
2. Surat pernyataan nielakukan kegiatan ...
Surat perniyataan melakukan kegiatan
. Burat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

NIP.

Catatan Pejabat Pengusul :

2
3.
4. dan seterusnya

e

( jabatai )

(nama pejabat pengusul |

NTP.

Catatan Anggota Tim Penilai :

4. dan seterusnya

( Nama Penilal [ )

NIP:

(Narna Penilai I )

NIP:

Catatan Ketua Tim Penilai :

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai.

(Nama )

NIP.
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ANAK LAMPIRAN 5C
PERATIJIRAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR L5 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL FPEMERIESA PAJAK
CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PE MERIKSA PAJAK

DATTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK PENYELIA

Nomor:
LR LENETE comomonommmmssscoonmmomeonommamms MASA PENILATAN ;
BT v s/d Bulan.......ooo Tahuf
NO KETERANGAN PERORANGAN
1. | Nama
2.|NIP Y
3. | Nomor Seri Kartu Pegawai
4. | Tempat dan Tanggal Lalir i
5. | Jenis Kelamin
6, | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7. | Jabatan Penteriksa Pajak / TMT
8, | Masa Kerja golongan lama
9. | Masa Kerja golongan baru
10.| Unit Kexja g
UNSUR YANG DINILAI
NO ANGEKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB TUNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGIL/SUL TIM PENILAI
LAMA | BARU| JUMLAH | LAMA | BARU| JUMLAH
1 2 F; a 5 [ [ 8

[ |UNSUR UTAMA
1. |PENDIDIEAN
A |Pendidikan sekolah dan mempereleh jjazah/gelar

Mengikuti Pendidikan sekolalrdan memperoleh
ijazzah/ gelar

[Diploma m

B [Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP] atau Sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
Jabatan Mingsional Pemeriksa Pajak dan memperoleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

atan Sertifikat

1) |lamanya lebih dari 960 jam

2) |lamanya antara 64 |-960 jam
3) |lamanya antara 481-640 jam
4) |lamanya antara 161-480 jam

5) |lamamnya antara &1- 160 jam
6) [lamanya antara 31-80 jam
7) |lamanya kurang dari 36 jam
¢ |Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuli pendidikan dan pelatihan prajabatan
[Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat 11

PEME RIKSAAN, PEMERIKSAAN BUKT] PERMULAAN DAN/ATAU
" |[PENYIDIKAN BIDANG PERPAJAKAN

A |Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeriksaas,
pelaksanaan tekuis pemeriksaan oleh petugas pemeriksa
pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor, pencarian Potensi
perpajakan dan penyajian informasi, melakukan
Pemeriksaan
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UNSUR YANG DINILA]

ANGEA KREDIT MENURUT

NO :
) UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM FENILAL
LANMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU| JUMLAH
1 2 3 9 5 & z &
1) |Menyiapkan bahan untuk membuat usnlan

pemeriksaan

2) |Menyiapkan bahan untuk membuat Rencana
Penieriksaan dan Rencana Program Pefmeriksaan

3j [Membuat Nota Penghitungan

a. |WP Kriteria 1

b. |WP Kriteria 2

¢, |WP Kriteria 3

d. |WP Kriteria 4

3 |Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang Pemeriksaan, penelaahan hasil pelaksanaan
pekerjaan pejabal Fungsional Pemeriksa: Pajak dan'petugas
Pemeriksa Pgjak yang ditunjuk oleh kepala kantor (peer
review ), pemblerian bimbingan teknis pemeriksaan pajak.

1} |Menyusun laporan penelaahan sejawat dan/atau telaah
khnsus

) |Melaksanakan Reviu

]

) |Menyusun Risalah Reviu

' |Melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

Pemeriksaan Bukti Permulaan

1) [Melakukan permintaan membuka rahasia nasabah
penyimpan

2y [Menyusun daftar pihak-pihak yang akan dipanggil

3) |Melakukan Perntintaan Keterangan dan atau Bukti

a. | WP Kriteria 1

ki | WP Kriteria 2

¢, |WP Kriteria 3

d, |WP Kriteria 4

i

Menyampaikan pemberitahuan Pemeriksaan Bukti
Permulaan

Melakukan pengnnduhan data elektronik

L

6) |Melakukan analisis kasus

Melakukan analisis yuridis

~)

8) |Menyusun kertas kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. |WP Kriteria 1

b, |WP Kriteria 2

¢, |WP Kriteria 3

i |WP Kriteria 4

9) |Mengamankan pelaku dan barang binkti

10) [Mempelajari IDLP, Laporan Penteriksaan Bukti
Permulaan, dan Laporan Kejadian

Melaksanakan kebijakan can standardisasi teknis di bidang
Penyidikan

1) |Meminta bantuan pihak ketiga

2) [Membuat dan menyampaikan Surat Permolionan
Penecegahan Ke Luar Negeri

&)

Menyusun Surat Perintal Penggeledahan

4) |Membuat Stirat Pertitintaan lzin Penggeledahan

5) |Menyusun Surat Perintal Peryitaan

6) |Membual Surat Permintaan lzin Penyitaan

7) |Menyampaikan Surat Permintaan lzin Penyitaan

8) |Menyusun daftar pertanvaan

9) |Membual Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan
dan rencana penangkapan/penahanan

10

Membuat dan menyampaikan Laperan Kemajuan
Pelaksanaan Penyidikan untuk keperluan evaliasi
kegiatan penyidikan

11) |Menyusun resume berkas perkara

a, | WP Kriteria 1
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UNSUR YANG DINILAI

ANGEA KREDIT MENURUT

NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSTIL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA |BARU| JUMLAH
1 2 F 4 5 6 7 8

b, |WP Kriteria 2

c. |WP Kriteria 3

d. |WP Kriteria 4

12) |Menyusun daftar barang bukti

13) |[Membual Surat Penyerahan Tanggung Jawalb Tersangka

Dan Barang Bukti

14) |Membual Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan

15) |Membuat Usul Penghentian Penyidikan

16) |Membuat Strat Ketetapan Penghentian Penyidikan

17) |[Menyampaikan [nformasi kerugian pacda pendapatan
negara

18) [Menyampaikan hasil penelitian dan pendapat terkait
dengan permintaan penghentian penyidikan karena
Wajily Pajak telaly melakukan penyetoran pokok pajak
dan sanksi

19

Membuat dan menyampaikan Surat Pemnberitalhiuan
Pengheutian Penyidikan

20) |Menjadi saksi dalam persidangan.

21) [Membnat laporan hasil persidangan

. |[PENGE MBANGAN PROFES]

A

Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perpajakan

1) |Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/

dipnblikasikai:

pengkajian /strvei/evalnasi di bidang perpajakan yang

a. |Dalam bentuk bukuo yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. |Dalam bentuk majalal ilmial yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

2) |Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/

tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan cli
perpustakaain:

pengkajian/survei/ evaluasi di bidang perpajakan yang

a. |Dalam bentok buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. |Dalam bentuk majalah ilmial yang diakui-oleh
Kementerian yang lbersangkutan

3) |Membuat karya tulis/karya ilmialy berupa tinjauan atau

ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang
perpajakan yang dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buko yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. [Dalam bentuk miajalaly ilmiah yang diakuioleh
Kententerian yang hersangkutan

4

hasil gagasan sendiri dalam bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di
perpustakaan;

Membual makalah berupa tinjauan ataw wlasan flmial

a. |Dalam bentuk buku

b. |Dalam majalah

5

anbuat tulisan ilmiah populer di bidang perpajakan
yang disebarluaskan melalui media massa yang
merupakan satn kesatuan

6,

ulasan ilmiah dalam pertemuanilmial nasional (tidak
harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada
kesimp ulan akhir)

Menyampaikan prasaran berupa tinjanan, gagasan, atan

Penerjemahan/penyaduran buku dan balian lainfiva di
bidang perpajakan

1

dipublikasikan

Menérjemahkan /menyadur di bidang perpajakan yang

a. |Dalam bentik bukn yang diterlitkan dan
diedarkan seecara nasional

b. |Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional




83 2017, No.1180

UNSTIR YANG DINILAI

O ANGEA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSTIL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU| JUMLAH
1 2 3 q 5 6 7 8
2) |Menerjemahkan/menyadur di bidang perpajakan yang

tidak dipublikasikan!

a. |Dalam bentuk buku

b |Dalatm bentuk majalah yang diakui oleh Instansi
yang berwenang
C |Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan tekmis di
bidang perpajakan

1} |Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang perpajakan

2) |Menyusun ketentuan teknis di bidang perpéajakan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 8.D 3

Ir |[PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA PAJAK.
A |Pengajar/pelatih di hidang perpajakan

|Mengajar/ melatill vang berkaitan dengan bidang perpajakan
B |Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang perpajakan

1 |Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensidi bidang
perpajakan sebagai:

4 |Pentrasaran /penyaji/ narasanther

Iy |FPembahis /moderator

¢ |Peserta

2. |Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sehagai:

a |Ketua

I> |Anggota
C' |Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional ;

1, |sebagai Pengurus aktif
2, |sebagai Anggota aktif

D |Keanggotaan dalam Tiht Penilai Kinetja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak
Menjadi anggota Tim Penilai Kifierja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak
E |Perolehan penghargaan/tanda jasa
Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
Karyasatya

1, |30 (tiga pululi) tahun

2, |20 (dua puluh) tahun

3, |10 (sepuluh) tahun
F |Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan
bidang rugasnya

1. |Sarjana (S1)/Diploma [V
3, |Magister (82)
3. |Doktor(S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/dibawah

L

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAV UNSUR PENUNJANG

%) Dicoret yang, tidak perlu
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LAMPIRAN PENDURUNG DUPAK :

1, Surat pernyataan melakukan kegiatan ...

2. Surat pernyataan melakukan Kegiatan ...

3, Surat pernyataan melakukan kegiatan ...,..,

4. Surat pernyataan melakukan Kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP:

v

Catatan Pejabat Pengusul :

{5

)

4, dan seternsoya

( jabuatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.
V |Catatan Anggota Tim Penilai :
L inicui
D N
3
4, danseterusnya
( Nama Penilai [ )
NTP.
(Nama Penilai 11 )
NIP,
VI [Catatan Ketua Tim Penilai :

o

2
4, danseterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP:
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CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

-86-

ANAK LAMPIRAN 6A

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN TTINGSIONAL PEMERIKSA FAJAK

DAFTAR TISTIL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FINGSIONAT, PEMERIKSA FAJAK PERTAMA/AHLI PERTAMA

Nontor;

Bulan ..o 8/d Bulana fLi:1 212 5.5 RRARAARN
NO KETERANGAN PERORANGAN
L. | Nama
2. |NIP

o

Nomor Seri Kartu Pegawai

4. | Tempat cdan Tanggal Lahir
5. | Jenis Kelamin
5, | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7. | Jabatan Pemeriksa Pajak / TMT
8, | Masa Kerja golongan lania

Masé Kerja golongan baru
10.| Unit Kerja

TINSUR YANG DINTLAT
NO ANGEKA KREDIT MENURUT
TINSUR. SUB UNSIUTR DAN BUTIR KEGIATAN NSTANS[ PENGIUISTIL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH

o X 3 4 3 & 7 &

1 |UNSUR TITAMA

L

PENDIDIKAN

A

Pendidikan sekolah dan memperoleh fjazah/gelar

Mengikurti Pendidikan sekolah dan memperolel
Hjazali/gelar

1) | Doktor (S3)

2) | Magister (S2)

2) |Sarjana/Diploma [V

Pendidikandan pelatihan fungsional/teknis Jabatan:
Fungsional Pemeriksa Pajak serta memperoleh Strat Tanda

Tam

at Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan memperoleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

atau Sertifikat

1) |lamanya lebils dari 960 jam

2) Hamanya antara 641-96Q jam

3) |lamanya antara 481 -640Q jam

4) [lamanya antara 161 -48Q jam

5) |lantanya antara &1-160 jam

6) [lamanya antara 31-80 jam

7) [lamanya kurang dari 30 jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

IPendi(Iikan dan pelatihan Prajabatan tingkat [I1
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NO

UNSUR YANG DINILAL

ANGKA EREDIT MENURUT

PENYIDIKAN BIDANG PE RPAJAKAN

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN [INSTANS] PENGLISUL TIM PENTLAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 X 3 4 5 6 7 &
5 |FE MERIKSAAN, PEMERIKSAAN BIJKTI PERMULAAN DAN/ATAU

A |Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeriksaan,

1) |Menyiapkan bahan nntuk pelaksanaan kegiatan
pengamatan

2] |Melakukan kegiatan pengamatan

3) |Menyusun laporan hasil pengamatan

4) [Melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak

a. WP Kriteria 1

k. |WP Kriteria 2

¢, |WP Kriteria 3

d. |WE Eriteria 4

5] |Memeriksa buku, catatan dan dokmmen wajib pajak dan
pihak eksternal yang terkait dengan pemeriksaan

a. |WP Kriteria 1

. [WP Kriteria 2

c. |WE Eriteria 3

d. |WP Kriteria 4

6) |Melakukan permintaan keterangan dan/ atat
konfirmasi kepaca Wajib Pajak dan/ atan piliak ketiga

7) |Melakukan Pembahasan Akhir dengan Wajib Pajak

a. |WP Eriteria 1
b. |WP Kriteria 2
¢, |WP Kriteria 3
d. |WF Kriteria 4

8) |Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan

9) |Membuat Nota Penghitungan {nothit)

a. |WP Kriteria 1

. |WP Kriteria 2

¢, |WP Kriteria 3

d. |WF Eriteria 4

B | Penyiapan penyusunan norima, standar, prosedur dan
kriteria dibidang Pemeriksaan

Melakukan penelaalian sejawat dan/atan telaah khusuos

C |Melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di hidang
Pemeriksaan Bukti Perniulaan

1) |Meényiapkan sarana dan dokumen

2) |Mempelajart IDLF, doknmen yang menjadi dasar
Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan data lain terkait,
serta melakukan pembahasan kasns

a. |WF Kriteria 1

b, |WP Kriteria 2

¢. |WP Kritetia 3

d, |WP Kriteria 4

8) |Melakukan observasi lapangan

4) |Melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait

5) |Melakukan inventarisasi keterangan dan atau bukti
yang diminta

6) |Membuat Suraf Permintaan Keterangan dan-atan Bukti

7) |Memeriksa tempat, ruang, dan/atau harvang

a, |WP Kriteria 1

by, |[WP Kriteria 2

oo |WP Kriteria 8

d. |WP Kriteria 4

8) |Membuat berita acara penolakan
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NO

UNSUR YANG DINTLAT

UNSUR, BUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

TIM FENILAI

[NSTANSI PENGUSUL
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU

JUMLAH

2

3 % 5] 2 7

&

9

Melakitkan penyegelan tempat, ruang, dan/atan barang

LO)

Pertmmlaan dilokasi

Menyampaikan laporan pelaksanaan pemeriksaan Bukti

11)

Melakukan peminjaman Bahan Bukti

12)

Meminta keterangan kepacta pihak yang dipanggil

a, |WP Kriteria 1

by, |WP Eriteria 2

o |WP Kriteria &

d. |WP Kriteria 4

3)

Menyusun Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

L4

Membuat konsep Laporan Kejadian

L5)

Menguinpulkan Bahan Bukti yang akan dikeimnbalikan
dan persiapan dokumen

L5)

Melakitkan kegiatan pengembalian bahan bukti dan
membuat Tanda Terima péngembalian Bahan hukti

17)

Melakukan pemeriksaan bahan bukti

18)

Membuat laporan penanganan tindak pidana yang
diketalini seketika

19)

Melakukan observasi lapangan

Melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di hidang
Penvidikan

b

Menyusun jadwal pembahasan dimulainya Penyidikan
dan Penetapan Tersangka

©

Membuat Surat Pemberitalinan Dimulainva Penyidikan
dan menyampaikannya

£

Memyampaikan Surat Permintsan Izin Penggeledahian

4

Menyusun’ permintaan bantuan penggeledahan

5)

Melakukan penggeledahan

a. |WP Kriteria 1

b, |WP Kriteria 2

¢. |WT Kriteria &

d, |WP Kriteria 4

Meriyusun permintaan persetujuan penyitaan

Se

Melakukan Penyitaan

a, |WP Kritetia 1

by, |[WP Kriteria 2

¢ |WP Kriteria 3

d. |WP Kriteria 4

8)

Mem lbuat dan menyampaikan Suvat Panggilan Saksi,
Ahli, dan Tersangka

9)

Melakukan pemeriksaan terhadap saksi

a. |[WP Kriteria 1

by, |WP Kriteria 2

¢ |WP Kriteria 8

d. |WP Kriteria 4

10)

Melakiukan pemeriksaan terhadap Ahli

1)

Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka

WDI Kriteria 1

W Kriteria 2

ol

WP Kriteria 3

d. [WP Kriteria 4

12)

Membuat surat permintaan bantuan

13)

Melakukan penangkapan/penalianan

a. |WP Kriteria 1

la. |WP Kriteria 2

e, |WP Kriteria 3

d. |WE Eriteria 4
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TUNSUR YANG DINILAT
ANGKA KREDIT MENURUT
TUNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN [INSTANSI PENGUSTIL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA [ BARU[ JUMLAH
5 3 4 3 ©. 7 &

14) | Melakukan Gelar Perkara

15) [Melakukan koordinasi dan menyusun laporan
pelaksanaan koordinasi

16 | Menyusun berkas perkara

L7) | Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bulkti

18) | Menyampaikan Surat Pemberitalinan Penverahan
Tersangka

19) [ Melakukan gelar perkara penghentian penyidikan
20) | Menynsun pemberitahuan penghentian penyidikan
21) |Mendampingi jaksa pernuntut mnum dalam persidangan

22) | Menjacli saksi dalam persidangan

PENGE MBANGAN FROFESI

A |Pembnatan karya tulis/karya ilmial di bidang perpajakan

1) |Membuat karya tulis/karva ilmiah hasil penelitian/
pengkajian /survei/evaluasi di bidang perpajakan yang
dipublikasikai:

a, |Dalam benfuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
b. |Dalam benwk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan
Membuat karya tulis/ karva ilmiah hasil penelitian,/
pengkajian/survel/ evaluasidi bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan, tetapi didokurentasikan di
perpustakaan:

a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
I, |Dalam bentuk majalaly Umiah yang diakui olel
Kementeérian yang bersangkutan
3) |Membuat karya tulis/karva ilmiah berupa tinjatan atan
ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang
perpajakan vang dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
b, |Dalam beawk majalah ilmiah yang diakui olel
Kementerian vanyg bersangkiitan
Membuat makalal berupa tinjauan atau ulasan ilmial
hasil gagasan sendiri dalam bhidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan tetapi didekumentasikan di
perpustakaan:

a. |Dalam bentulk buku

b. | Dalam majalah

2

4

5) |Membuat tulisan mialpopuler di bidang perpajakan
yang disebarlnaskan melalni media massa yang
werupakan satu kesatman

6] |Menyampaikan prasavan berupa tinjauan, gagasar, atau

ulasan ilmigh dalam pertemuan ihmial nasional (tidak
harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada
kesimpulan akhir)

B | Penierjemahan/penyaduran biku dan bahan lainnya i
bidang perpajakan

1) |Menerjemalikan/menyadur di bidang perpajakan vang
dipublikasikan

4. | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
b |Dalam bentuk majalah ilmiah Hingkal nasional
2) |Menerjemahkan/menyacur di bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan;

a. |Dalam hentuk huka

b |Dalam bentuk majalah yang diakui olel Instansi
yang berwenang
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UNSUR YANG DINILAT
NO ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN [NSTANSI PENGIISITL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU| JUMLAH
1 ¥ 3 4 3 G ¥ &
C | Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di
bidang perpajakan
1) |Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang perpajakan

3

Menyusun ketentnan teknis di bidang perpajakan

JUMLAH UNSUR UTAMA 18D 3

11 [PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA PAJAK

A |Pengajar/ pelatih di bidang perpajakan

|Me11gajm-/.me[atﬂ1 yang berkaitan dengan bidang perpajakan

B |Peran serta dalam seminar/lokakarya di biclang perpajakan

1. | Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/ konferensi di bidang
perpajakan'sebagai:

a |Pemrasaran /penyaji/narasumber

b |Pembalias /moderator

¢ |Peserta

b

\ [ Mengiktti/berperan serta sebagai delegasi ilmiali sebagai:

a |Ketoa

b |Anggota

¢ |Eeanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :

1, |sebagai Pengurus aktif

2, |sebagai Anggota aktil

D |Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak

E |Perolehan penghargaan/ tanda jasa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Batyalancana
Karyasatya

1. |30 (tiga pulah) tahun

2, |20 (dua puluh) tahun

3, |10 (sepuluh) taliun

I |Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuaidengan

bidang tugasnya
1, |Sarjana (S1)/Diploma TV
Magister (S2)
Doktor (S3)

JUMLAH DUNSUR PENUNJANG
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Butir Regiatan jenjang jabatan di atas/dibawah *)

1 2 3 4 5 5]

~
o2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perln
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I [LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
1 Surat pernyataan melakukan kegiatan ,..,...
2. Sural periivataan melakukan kegiatan ...
3. Sural pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Sural perfivataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
5. Sural pernyataan melakukan kegiatan penunjang
6. dan seterusnya
NIP:
IV |Catatan Pejabat Pengusul ¢
1
2.
3
4 dan seferusnya
{ jabatan )
(nama pejabat pengusul |
NI,
V |Catatan Anggota Tim Penilaij :
L.
o/ A—
gl
4. dan seterusnya
| Nama Penilai 1 )
NIP.
(Nama Penilai (1)
NIP,
VI [Catatan Ketua Tim Penilai :
1
B
3
4. dan seterusnya
Ketua Tim Penilai,
(Nama )
NIP:




03 2017, No.1180

ANAK LAMPIRAN 6B
FERATURAN KEPALA BADAN KEFEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN TTINGSIONAL PEMERIKSA PAJA K

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FTUNGSIONAL PE MERIKSA PAJAK

DAFTAR TISTIL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK MUDA/AHTI MITDA

Nontor;
12 £55007:1 3 (T — MASA PENILAIAN :
Bulan ..o 8/d Bulanui, Pabitiiv i
NG KETERANGAN PERORANGAN
1. | Nama
2.|NIP
3. | NomorSeri Kartu Pegawai
4, | Temmpat dan Tanggal Lalir
5. | Jenis Kelamin
6, | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7. | Jabatan Pemteriksa Pajak ) TMI
&, | Masa Kerja golongan lama
9, | Masa Kerja golongan baru
10.| Unit Kexja
UNSUR YANG DINILAT
p_— ANGKA KREDIT MENURUT
UNSIUR, SUB UNSUR DAN BUTIR EEGIATAN INSTANSI PENGUSTIL 'TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
2 2 3 4 & 5 2 &

[ [INSUR UTAMA

1. |PENDIDIKAN
A |Pendidikan sekolah dan mempercleh ijazah/gelar
Mengiknti Pendidikan sekolah dan memperolel
ijazah/gelar

1) |Doktor (S3)

2

3) Sarjana/ Diploma IV
B |Pendidikan dan pelatihan fingsional/teknis Jabatan
Fungsionsl Pemeriksa Pajak serta memperolel Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (ST'TPP) atau Sertifikat
Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak ctan memperoleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
atau Sertifikat

Magister (52)

1) [lamanya lebily dari 960 jam

2) |lamanya antara 641-960 jam
3) |lamanya antara 481-640 jam
4) |lammanya antara 161-480 jam

5) |lamanya antara 81-160 jam

6) |lamanya antara 31-80 jam

7) |lamanya kurang dari 30 jam

¢ |Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
[Peud;idikan dan pelatihan Prajabatan: tingkat 111
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UNSUR YANG DINILAI

NO

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGEKA KREDIT MENURUT

INSTANS] PENGUSUL TIM PENILAI

2

LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
3 4 5 6 7 8

PEMERIKSAAN, PE MERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN/ATALT
' |[PENYIDIKAN BIDANG PERPAJAKAN

A

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeriksaan,
pelaksanaan teknis Pemeriksaan oleh petugas pemeriksa
pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor, pencarian Potensi
perpajakan dan penyajian informast; melakiikan

-1

1

Menyiapkan baban untuk membual usulan pemeriksaan

2) |Melakukan analisis data Wajibh Pajak

3) |Membuat nsulan pemeriksaan

4

Menyiapkan bahan untuk membual Rencana
Pemeriksaan dan Rencana Program Pemeriksaan

5) |[Melakukan analisis data Wajib: Pajak yang akan diperiksa

a. |WF Kriteria 1

b. |WF Kriteria 2

¢. |WP Kriteria 3

d. |WP Kriteria 4

2]

Membuat Rencana Peme fiksaan dan Rencana Progrant
Pemeriksaan

a. |WF Kriteria 1

b. | WP Kriteria 2

¢, |WF Kriteria &

d. |WP Kriteria 4

7) [Membuat daftar temuan hasil pemeriksaan

8) | Melakukan revio LHP

Pettyiapan penyusunat fnorma. standar. prosedut dan.
kriteria di bidang Pemeriksaan

[Meuyiapkan materi QA

Melaksanakan kebijakan danstandardisasi teknis di bidang
Pemeriksaan Bukti Pertnulaan

1) [Melakukan permintaan membiuika rahasia nasabal
penyimpan

Menyusun daftar pihak-pihak yang akan dipanggil

22

3

Melakukan Permintaan Keterangan dan atau Bukti

a. |WP Kriteria 1

b. |WP Kriteria 2

c, |WF Eriteria &

d, |WP Kriteria 4

=

Menyampaikan pemberitalan Pemeriksaan Bukti
Permulaan

5) |Melakukan pengundulian data elektronik

6) | Melakukan analisis kasus

7) [ Melakukan analisis yuridis

8) |[Menyusun kertas kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. |WP Kriteria 1

b. |WP Kriteria 2

¢, |WP Kriteria 3

d. |WP Kriteria 4

9) [Mengamankan pelaku dan barang bulkti

10)|Mempelajari IDLP, Laporan Pemeriksaan Bukti

Melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
Penyidikan

1) [Meminta bantuan pihak ketiga

2

Membuat dan menyaimnpaikan Surat Permolionan
Pencegahan ke Luar Negeri

3) |[Menyusun Surat Perintah Penggeledahan

4) |Membuat Surat Pernintaan Izin Penggeledalian

5) [Menyustm Surat Perintali Penyitaan

6) |[Membuat Surat Permintaan Tzin Penvitaan

7) |Menyampaikan Sural Permintaan Izin Penyitaan
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UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANS] PENGUSUL TTIM PENILAI
LAMA | BARTI | JUMLAH | LAMA | BARIT | JUMLAH
2 3 4 5 & d &

8) |Menyusun daftar pértanyaan

9) |Membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan
dan rencana penangkapan/penahanan

10)|Membuat dan menyampaikan Laporan Kemajnan
Pelaksanaan Penyidikan antuk keperluan evaluasi

11)[Menyusun resume berkas perkara

a. |WP Kriteria 1

b. |WF Kriteria 2

¢, |WP Kriteria 3

d. |WP Kriteria 4

12)|Memluat surat penyeralian berkas perkara

13)| Menyusun daftarbarang bukti

14)|Membuat Sural Penyerahan Tanggung Jawah Tersangka
dan Barang Bukti

15)|Membuat Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab
Tersangka

16)|Membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penvidikan
17)|Membuat Usul Penghentian Penyicdikan

18)| Membuat Surat Ketetapan Penghentian Penvidikan
19)|Menyampaikan Lnformasi kerugian pada pendapatan

20)|Menyampaikan hasil penelitian dan pendapat terkait
dengan permintaan penghentian penyidikan karena
Wajib Pajak telah melakukan penyetoran pokok pajak
dan sanksi

| Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitabiuan
Penghentian Penyidikan

2

—

22)|Membuat Laporan Hasil Persidangan

2%

. |PENGE MBANGAN PROFES!

A |Pembuatan karva tulis/karya ilmiah di bidang perpajakan

1) [Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
penglkajian/survei/ evaluasi di bidang perpajakan yang
dipublikasikan;

a. |Dalam bentuk buku vang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
b, |Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kermenterian yang bersangkuntan
2) |Membuat karya tulis/karya ilmial hasil penelitian/
pengkajian/survei/ evaluasi di bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan!

4. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
b. |Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui eleh
Kementerian yang bersangkutan
3) |Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atan
ulasan ilmiah hasil gagasan sendirt di bidang perpajakan
yang dipublikasikan;

a. |Dalam bentuk buku vang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
b |Dalam bentuk majalah iliniah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

4) |Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasansendiri dalam bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan tetapi didokimmentasikan di
perpustakaan:

a. |Dalam bentuk buku

b: |Dalant majalah
5) |Membunat tulisan ilmiah pepuler di bidang perpajakan
yang digsebarluaskan melalui media massa yang
merupakan satu kesatuan




2017, No.1180

-06-

UNSUR YANG DINILAT

NO ANGKA KREDIT MENTTRUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 6 ¥ 8

G

Menyampaikan prasaran berupa tinjauvan. gagasan, atau
ulasan (lmiah dalam pertemuaniilmiah nasional (tidak
harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada
kesimpulan akhir)

B |Penerjemahan/penyadiiran bukn dan balian lainnya di

bidang perpajakan

I

Menerjentabikan /meryadur di bidang perpajakan yang
dipublikasikan

a. |Dalant hentuk hukn yang diterbitkan dan diedarkan
secara nastonal

b, |Dalam bentuk majalah ilmiak tingkat nasional

2) | Menerjemahkan / menyadur di bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku

B |Dalant hentok majalah yang diakui oleh [nstansi
yang berwenang

C |Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di

bidang perpajakan

1) |Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang perpajakan

2) |[Menyusmn ketentuan teknis di bidang perpajakan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 8.D 3

II |PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA PAJAK

A

Pengajar/pelatil di bidang perpajakan

IMengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang perpajakan

Peran serta dalam séminar/lokakarya i bidang perpajakan

1,

Mengikuiti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang
perpajakan sebagai:

a |Pemrvasaran /penyaji/darasumber

I |Pembahas /nioderator

¢ |Peserta

. [Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmialy sebagai:

a |[Keétua

b |Anggota

Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional !

L. |[sebagai Pengurus akti

2, |sebagai Anggota aktif

Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Penteriksa Pajak

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak

Terolehan penghargaan/tanda jasa

Memperoleh Penghavgaan/tanda jasa Satyalancana
Karyasatya

1. |30 (tiga puluh) tahun

2, |20 {dua puluh) talun

3. |10 (sepululy) tahun

Perolehan gelar kesarjanaan lainnva

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan
bidang tugasnya

, |Sarjana (81)/Diploma IV

. |Magister ($52)

G| 20 |

. | Boktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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) Dicoret yang tidak perlu
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I (LAMPTRAN PENDURUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...,...

2. Surat pernyataan melakukan Kegiatai ...

3, Surat pernyataan melakukan kegiatan ...,...

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyatasn melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP;
TV |Catatan Pejabat Pengusul :
1.
2
8.
4, dan seternsoya
( jabatan )
[nama, pejabat pengrsol)
NIP.
V |Catatan Anggota Tim Penilai :
1
20 wvaee
4, danseterusnya
| Nama: Penilai [ }
NIP.
Natiia Pegilai 11 )
NIP.

VI |Catatan Ketua Tim Penilai ¢

1.
2.
4, danseterusnya

Ketnia Timr Pemnilai,

(Nama )

NIP.
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ANAK LAMPIRAN 6C

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FTINGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
CONTOR
DATTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

DAFTAR TISUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN TITNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK MADYA/AHLI MADIYA

Nomor;

INSTANSL = uvvuinmimm i vos e s snn s s e MASA PENILAIAN ;
BEIER vy s/d Bulan ..o [ 07155 s SRRRRRRAIS

NO KETERANGAN PERORANGAN
1. | Nama
2.INTP H
3. | Nomor Seri Kartu Pegawai
4., | Tempat dan Tanggal Lahir :
5. | Jenis Kelamm

Pendidikan yang diperhittingkan angka kreditnya
Jabatan Pemeriksa Pajak / TMT

Masa Kerja golongan lama

SR

Masa Kerja golongan baru

10, | Tnil Kerja:

UNSUR YANG DINTLAT

NO ANGKA KREDIT MENURUT
) UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSIIL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 é 7 &

[ |UNSUR ITTAMA

1. |[PENDIDIKAN
A |Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazali/ gelar

1) | Doktor (83)

2) |Magister (S2)

3) |Sarjana/ Diploma TV
B |Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak serta memperolel Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan memperoleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

atau Sertifikat

1) |larmanya lebils dart 960, jam:

2) |lamanya antara 641-960 jam

3) |lamanya antara 481-640 jam

4) |lamanya antara 161-480 jam

5) |lamanya antara 81-160 jam

8) |lamanya antara 31-80 jam

7) |lamanya kurang dari 30 jam
¢ |Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
[Pendicllka'n dan pelatihan Prajabatan Hngkat [I1
PEMERIKSAAN, PEME RIKSAAN BUKT! PERMULAAN DAN/ATALL

* |PENYIDIKAN BIDANG FERPAJA KAN

A |Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeériksaan
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UNSUR YANG DINTLAT

ANGKA KREDIT MENURUT

NO
UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 6 ¥ 8

Mengikuti dan berperan aktif dalam pembahasan
kebijakan di bidang pemériksaan

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedm dan
kriteria di hidang Pemeriksaan

1) [Melaknkan penihahasan

2) |Menyiapkan pelaksanaan penelaahan sejawat dan/atat
telagh khusus

3) [Menyusun laporan penelaahan sejawat dan/atau telaaly

khosus

4y |Melaksanakan Reviu

5) [Menyusuu Risalaly Revin

0) [Menyiapkan matferi sosialisasi peratoran,/ kehijakan di
bicdlang pemeriksaan

7) |Melakuken sosialisasi peratiran/kebijakan di bidang
pemeriksaan

Melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang,
Intelijen dan Penvidikan Perpajakan

1) [Membuat rencana ketja Pemeriksaan Bukti Permulaan

2) |Membuat rencana penyidikan

4. |WP Kriteria 1

b. |WP Kriteria 2

¢, |WP Kriteria 3

d |WF Kriteria 4

3} [Menentukan urutan pémeriksaan

4) |Menyampaikan usul Gelar Perkara

5) [Membuat rencana dan usul pelaksanaan koordinasi
dengan pihak terkait

6) |[Menvampaikan informasi hak dan kewajiban Wajih Pajak

Melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
Pemeriksaan Buktd Permulaan

1) [Melakukan Penelaahan usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan

Permulaan

2) |Melakukan Penelaahan tindak lanjiut Pemeriksaan Bukfi

Melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
Pemiyidikan

1) [Melakukan Penelaahan Penetapan Tersangka

2) |Melakukan Kegiatan Asistensi Pelaksanaan Penyidikan

. [PENGEMBANGAN PROFESI]

A

Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perpajakan

1) IMembuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/survei/ evaluasi di bidang perpajakan yang
dipublikasikan:

secars nasional

a |Dalam bentuk hukn yang diterbitkan dan diedarkan

b, |Dalam hentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

2) [Membuar karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian /survei/ evaluasi di bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan. tetapi didokumentasikan di

perpustakaan;

secara nasional

a. |Dalam bentuk buku vang diteibitkan dan diedarkan

b. |Dalam bentuk majalah ihmiah yang diakui olel
Kementerian yang bersangkutan

3) [Membuat karya hulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau

yang dipublikasikarn:

ulasan ilmiah hasil gagasan sendini di bidang perpajakan

secara nasional

a |Dalam bentuk biuku yang diterbitkan dan diedavkan

b, |Dalam bentuk majalah ihniah yang diakui oleh

Kementerian yang bersanghkutan
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TUNSUR YANG DINILAT

ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGTISTIL TIM PENILAL

LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
> 3 4 5 6 7 &

4) [Menthuat makalal berupa tinjauan atau nlasan ilmials
hasil gagasan sendiri dalam bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di

perpustakaarnt

a. |Dalam bentuk buku

b, |Dalam majalah
Membuay rulisan ikmiah populer di bidang perpajakan
vang disebarlnaskan mmelalni media massa yang
tmerupakan satu kesatuan

E}

6) |Menyarmpaikan prasaran berupa tinjanan. gagasan, atai
nlasan ilmialy dalam pertentian ilmiah nasional (tidak
hiarus membeérikan rekomendasi tetapi hiarus ada

| kesimputan akhir)

B |Penerjemahan/penyaduran buku dan balvan lainnya di

bidang perpajakan
1) | Menerjemahkan/menyadur di bidang perpajakan yang
dipublikasikan

a |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
seeara nasional
b. |Dalam hentuk majalah ilmiah tingkat nasional
2) |Menerjemalikan /menyadur di bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buka

b | Dalam bentuk majalah yang diakui-oleh [nstansi
yang berwenang
Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di
bidang perpajakan

1) | Menvusun ketentuan pelaksanaan di bidang perpajakan
2) [Menyusun ketentuan teknis di bidang perpajakan

]

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 8.D 3

[PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA PAJAK

A |Pengajar/pelatih di bidang perpajakan

[Mmlgajm’/ melatih yang berkaitan dengan bidang perpajakan

B |Peran serta dalam seminar/lokakarva di bicang perpajakan

1. |Mengikuti kegiatan seniinar/lokakarya/konferensi di hidang
pérpajakan sebagad:

a |Pemrasaran /penyaji/ narasumber

> |Pembahas /moderator

Peserta

Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmial sebagai:

&

[}

a |Ketua
Iy [Anggota

C |Keanggotaan dalam organisasi profest

Memnjadi anggota organisasi profesi Nasional :

1, |sebagai Pengnrus aktif

2. |sebagai Anggota aktil

D |Reanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak

<]

Perolehan penghargaan/tandajasa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
Karyasatya

1, |30 (tiga puluh) tahun

2. |20 (dua puluh) tahun

3. [10 (sepululi) tahun

F |Perolehan gelar kesarjanaan lainmoya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan
idang tugasnya

, |Barjana (81)/Diploma IV

. [Magister (52)

. |Doktor (33)

o

o | 0| =

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/dibawah *)

1

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

) Dicoret yang tidak perlu
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LAMPIRAN PENDURUNG DUPAK :

B, dan setersnya

. Surat pernyataan melakukan kegiatan
Surat pernvataan melakukan kegiatan .
Surat pernyataan melakukan kegiatan:
. Surat pernvataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

v

Catatan Pejabat Pengnsul :

| R—
K S
4. danseterusnya

P

( jabatan )

(nama. pejabat pengusul |

NIP.

Catatan Anggota Tim Penilai :

4, dan seterusnya

{ Nama Penilai I )

NIP.

[Namsg Penilai 11 )

NIF,

VI |Catatan Ketua Tim Penilai :

Bl

dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )




